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PEDOMAN TRANSLITERASI

A.Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa
Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab
kedalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah
ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari
1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam
buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic

Tranliterastion), INIS Fellow 1992,

B. Konsonan
Arab | Latin Arab Latin
f a b Th
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e Ty & :
& Ts £ Gh
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C. Vokal, panjang dan diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A Misalnya  J& menjadi  Qala
Vokal (i) panjang = 1 Misalnya  Jé menjadi  Qila

Vokal (u) panjang= U Misalnya  ¢s menjadi Dana
Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “1”,
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapatmenggambarkanya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah fathah

ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = s Misalnya  J Menjadi Qawlun

Diftong (ay) = = Misalnya s Menjadi Khayrun

Xi



D. Ta’ marbdthah (3)
Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat,
tetapi apabila Ta’ marbiithah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya w.,.. sL. ) menjadi al-

risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan t yang disambungkan dengankalimat berikutnya, misalnya a~, 3

& menjadi fi rahmatillah.

. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
di awal kalimat, sedangkan “al”” dalam lafadhjalalah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan

contoh-contoh berikut ini:

a. Al-Imém al-Bukhériy mengatakan ...
b. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...
c. Masya’ Allahkanawama lam yasya’ lam yakun.
. Namadan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan
nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan,
tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan

nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata ‘“salat” ditulis dengan

xii



menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuai kan dengan
penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa
nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan
cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan

“shalat”.
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ABSTRAK

Ahmad Irsyadul Ibad, 13220106, Pemanfaatan Barang Gadai (Studi
Komparatif Figh Empat Madzhab)
Kata Kunci: Gadai, marhun, Empat Madzhab.

Gadai adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang
atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai
tanggungan utang, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh utang
atau sebagian utang dapat diterima.

Mengenai tentang barang jaminan (marhun) sebagai jaminan utang,
dalam hal pemanfaatannya para Ulama Madzhab berselisih baik pemanfaatan
dilakukan oleh rahin oleh murtahin.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana
perbandingan pemanfaatan barang gadai oleh rahin prespektif figh empat
madzhab, bagaimana perbandingan pemanfaatan barang gadai oleh murtahin
prespektif figh empat madzhab. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian
kepustakaan (library research) dengan mengunakan metode pendekatan konsep
dan pendekatan perbandingan (comparatif approach). Data primer yang
digunakan dalam penelitian ini yakni, Figh al-Islami wa Adillatuhu karya
Wahbah az-Zuhaily, Figh ala Madzahibil Arba’ah karya Abdurrahman al-Jaziri,
Figh As-Sunnah karya Sayyid Sabiq, dll. Serta data sekunder yang mengunakan
buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian.

Setelah dilakukan penelitian maka ditemukan hasil dari penelitian, yakni
pertama pemanfaatan marhun oleh rahin menurut Madzhab Hanafi, Syafi’i, dan
Hambali mengatakan bahwa memanfaatkan barang gadai itu dilarang, kecuali
sudah ada izin dari murtahin. Berbeda dengan Madzhab Maliki mengatkan
bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan marhun sekalipun dengan izin. Sebab
menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi
penahanan terhadap marhun. Kedua, pemanfaatan marhun oleh murtahin
menurut Madzhab Hanafi ada dua kelompok, ada yang yang mengatakan boleh
secara mutlak dan tidak boleh secara mutlak, Menurut Madzhab Maliki, apabila
barang tersebut bersifat gord maka dilarang, namun apabila barang tersebut
sebab jual-beli maka itu diperbolehkan. Menurut Madzhab Syafi’, Murtahin
boleh memanfaatkan marhun apabila diizini oleh rahin,Sedangkan Madzhab
Hambali apabila marhun berupa benda mati maka murtahin dilarang
memanfaatkan, namun apabila marhun berupa hewan yang dapat ditunggangi
dan diperah susunya maka itu diboleh dimanfaatkan oieh murtani.
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ABSTRACT

Ahmad Irsyadul Ibad, 13220106, The Utilization of Pawn Products
(Comparative Study of Figh of Four Schools madzhab)
Keywords: Pawn, marhun, Four Schools.

A pawn is an agreement to hold a good as a debt or making something of
value in the perspective of syara 'as a debt obligation, the debt guarantee is the entire
debt or part of the debt. Marhun as debt guarantees, in the case of the utilization of
the scholars of Madzhab disputes both utilization that is done by rahin or murtahinn.

The formulations of the problem in the research : How is the comparison of
utilization of pawn goods by rahin figh perspective of four madzhab, how is the
comparison of utilization of Pawn Products by murtahinn of figh perspectives of
four madzhab.

The type of research used literature research (library research) by using the
method of comparative approach. Primary data used Figh al-Islami wa Adillatuhu
work of Wahbah az-Zuhaily, Figh ala Madzahibil Arba'ah by Abdurrahman al-
Jaziri, Figh As-Sunnah by Sayyid Sabig, etc . As well as secondary data used books
related to the research material.

The results of the research were found, the first, the utilization of marhun
by rahin according to Hanafi, Syafi'i, and Hambali said that utilizing the pawn
Products is prohibited, except giving permission from murtahinn. Unlike the Maliki
school thought, rahin should not use it even with marhun permission. according to
them that the pawn contract becomes invalid because it does not fulfill the
conditions of detention against marhun. Second, the utilization of marhun by
murtahinn according Hanafi madzhab, there are two groups, there are saying
absolute and not absolute, According to Maliki Madzhab, if the goods are gord so
is prohibited, but if the goods are for sale, it is allowed. According to Shafii,
Murtahinn may use marhun, if it is permitted by rahin, while Hambali Madzhab, if
marhun is inanimate object so murtahinn is prohibited to utilize, but if marhun is
ananimal that can be ridden and milked then it can be utilized by murtahin.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang
membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang
global. Karenanya, guna menjawab setiap permasalahan yang timbul maka
peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Kompleksitas
permasalahan umat sering dengan berkembangnya zaman, membuat hukum
islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibelitasnya guna
memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik, serta dapat memberikan

kemashlahatan kepada umat Islam khusushya dan manusia pada umumnya



tanpa harus meninggalkan prinsip prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat
islam.?

Ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah mengatur
seluruh aspek kehidupan manusia dan akan selalu sesuai dengan perubahan dan
perkembangan peradaban manusia. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya
supaya hidup saling tolong menolong yang mampu harus menolong yang tidak
mampu yang dalam Islam disebut dengan muamalah. Dalam hal ini sesuai

dengan firman Allh yang terdapat dalam Al-qur’an Surat Al Maidah, ayat 2 :
2 ol Joas all &y 1,80 oisdalis A1 e e Y5 skl 2 e 1 g

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya .
(Q.S. Al-Maidah: 2).

Dalam Islam masalah muamalah dan tata cara bermuamalah itu sendiri
banyak macam ragamnya, salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan
dalam Islam adalah gadai (rahn). Dalam aplikasinya gadai (rahn) telah
terlembaga sebagai suatu lembaga keuangan yang dinamakan yang dinamakan
pegadaian.

Dalam sejarah Islam, gadai dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Para ulama
telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Dasar hukum yang digunakan para Ulama

untuk membolehkannya gadai (réahn) yakni berdasarkanAl-Qur’an :

! Muhammad dan Sholikhul Hadi, Pegadaian Syariah Suatu Alternatif Kontruksi Sistem Pegadaian
Nasional, edisi 1, (Salembah Diniyah, Jakarta : 2003), h. 2
2 Qs. Al-Maidah, ayat 2, Al-Qur’an terjemah, (Jakarta: Akbar Media tth), h. 106
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Artinya : “dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang, Akan tetapi jika sebagian kamu
mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Begitu pula dalam As-sunnah juga ditemukan dasar hukum mengenai

diperbolehkannya gadai (rahn)

KI_S\L;.Z&‘JJ\JELJ’LQ.L; Lé_&AU\LS"p’” ‘b&:yY\fﬁ%ﬁ\wa&W‘up

“dari A’masy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah RA, bahwa Nabi
Muhammad SAW membeli makanan dari orang yahudi dengan cara

ditangguhkan pembayarannya kemudian Nabi menggadaikan baju besinya”
Gadai (rahn) dalam bahasa Arab adalah ats-tsubut wa ad-dawam yang yang
berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat maun r&hin, yang berarti air
yang tenang.® Pengertian “tetep” dan “kekal” dimaksud merupakan makna
yang tercakup dalam kata al-hasbu, yang berarti menahan. Karena itu secara

bahasa kata ar-réhn berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat meteri

3 Qs. Al-Bagarah, ayat 28, Al-Qur’an Terjemah (Jakarta: Akbar Media,tth),h. 49
4 Al-Bukhori, Shahih Bukhari, Jilid 1l (Bairut : Al-Maktabah Ashriyah, 1997), h. 756
5 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-Islam wa Adillatuhu, Jilid V, (Beirut: Dar Al- Fikr,2002), h. 180



sebagai pengikat utang”. Sedangkan menurut Istilah syara’ yang dimaksud
dengan rahn adalah : “Menjadikan sutau barang yang mempunyai nilai harta
dalam pandangan syara’ sebagai jaminan yang memungkinkan untuk
mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut

Jumhur ulama telah sepakat bahwa gadai itu diperbolehkan, gadai ini
dilakukan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak sekali sehingga sulit
ketika pinjam kepada orang lain tanpa memberikan barang jaminan sebagai
barang kepercayaan hutang. Gadai disyari’atkan untuk jaminan hutang, akan
tetapi para ulama berbeda pendapat tentang sejauh mana jaminan itu dalam
kapasitasnya. Pada dasarnya gadai itu tidak untuk dipergunakan atau diambil
manfaatnya oleh pihak pemegang gadai murtahin, melainkan untuk menjadi
tanggungan (jaminan) dalam pinjaman, karena hal ini sesuai dengan fungsi dan
tempat gadai itu sendiri, dimana gadai itu merupakan suatu jaminan terhadap
barang yang dipinjamnya, sehingga barang gadai harus dijaga oleh orang yang
menerima jaminan, sama halnya dengan amanat lain, ia tidak harus membayar
kalau barang itu rusak, kecuali jika barang itu rusak karena tindakannya.
Dengan demikian murtahin tidak dapat memanfaatkan barang jaminan.

Fenomena tentang hukum pengambilan manfaat atas barang gadai para
ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hal tersebut, baik di
kalangan madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi’i dan madzhab
Hambali, para Ulama madzhab mempunyai syarat-syarat dan ketentuan
tersendiri dalam hal hukum pemanfaatan barang gadai. Secara singkat penulis

memaparkan pemanfaatan barang gadai menurut empat madzhab.



Pertama, madzhab Hanafi, mengatakan tidak boleh bagi pemberi gadai
(rahin) memanfaatkan barang gadai dengan cara bagaimanapun kecuali dengan
izin penerima gadai (murtahin), sedangkan penerima gadai (murtahin) tidak
halal mengambil manfaat apapun dari barang gadai dengan jalan apapun
walaupun diizinkan oleh yang menggadaikan, karena yang demikian berarti izin
mengenai riba.®

Kedua, madzhab Maliki, mengatakan pemberi gadai (rahin) tidak memiliki
hak langsung untuk memanfaatkan barang gadai sekalipun mendapatkan izin
dari penerima gadai (murtahin), sedangkan penerima gadai (murtahin) tidak
boleh mensyaratkan pengambilan manfaat barang gadai, karena akan
menyebabkan pinjaman yang menarik manfaat.’

Ketiga, madzhab Syafi’i, mengatakan pemberi gadai (rahin) berhak
mendapatkan keuntungan dari barang tanggungannya karena dia adalah
pemiliknya, sedangkan penerima gadai (Murtahin) tidak boleh mengambil
manfaat apapun dari barang gadai bila hal tersebut disyaratkan dalam akad.

Keempat madzhab Hambali, mengatakan pemberi gadai (rahin) tidak boleh
mengambil manfaat dari barang gadai tanpa seizin penerima gadai (murtahin),
sedangkan penerima gadai (murtahin), boleh memanfaatkan barang gadai
apabila barang gadai berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah

susunya.®

6 Abdurrohman Al- Jaziri, Al-Figh Ala Madzahibil Arba’ah, Juz |l (Bairut: Dar Al- Kutub Al-
limiyah, 2003), h. 300

" Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-Islam wa Adillatuhu, h. 255

8 Abdurrohman Al- Jaziri, Al-Figh Ala Madzahibil Arba’ah, (Bairut: Dar Al- Kutub Al-
limiyah,2003), Juz I, h. 298-302



Berdasarkan uraian di atas bahwa setiap madzhab memiliki pendapat sendiri
sendiri dalam menyikapi hukum pemanfatan barang gadai, dari pendapat
keempat madzhab tersebut ada yang mempunyai kesamaan dan ada pula yang
bertentangan. Oleh karena itu akan lebih menarik kalau diadakan penelitian
lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana hukum pemanfaatan barang
gadai baik pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (rahin)
maupun pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak penerima gadai (murtahin)
dalam figh empat madzhab agar kita dapat mengetahui secara lengkap dan jelas
serta dapat mengetahui dasar apa yang mereka gunakan pada setiap madzhab
tentang pemanfaatan barang gadai.

Maka penulis ingin melakukan suatu penelitian skripsi yang berjudul

“Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Figh empat Madzhab)”.



B. Rumusan Masalah
Dari penjelasan latar belakang diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan
masalah, sebagai berikut :
1. Bagaimana perbandingan pemanfaatan barang gadai (marhun) oleh pemberi
gadai (rahin) dalam figh empat madzhab?
2. Bagaimana perbandingan pemanfaatan barang gadai (marhun) oleh
(murtahin) dalam figh empat madzhab?
C. Batasan Masalah
Agar pembahasan tidak meluas, peneliti perlu memberikan batasan maslah.
Adapun batasannya sebagai berikut:
1. Masalah pegadaian yang akan diteliti adalah tentang pemanfatan barang
gadai.
2. Dalam penelitian ini hanya membatasi dalam figh empat madzhab yakni,
madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi’i, madzhab Hambali.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perbandingan pemanfaatan barang
gadai (marhun) oleh rahin dalam figh empat madzhab.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perbandingan pemanfaatan barang
gadai (marhun) oleh murtahin dalam figh empat madzhab.
E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bahan
pustaka serta dapat dijadikan referensi bagai mahasiswa khususnya dalam
bidang muamalah yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat agar bisa menambah
pemahaman dan memberikan gambaran mengenai pemanfaatan barang
gadai. Sehingga masyarakat dapat menerapkan sesuai dengan ajaran Agama
Islam dengan baik dan benar.

F. Definisi Konseptual
untuk dapat mempermudah pembaca dalam memahami tulisan ini, maka
peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini,
sebagai berikut:

1. Gadai : suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan
dalam utang piutang.®

2. Figh : hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan amal perbuatan
yang digali melalui dalil-dalil secara terperinci..

3. Madzhab : menurut bahasa, Madzhab berarti jalan atau tempat yang dilalui.
Kata Madzhab berasal dari kata dzahaba, yadzhabu, dzahaban, Madzhab
juga berarti pendirian atau al-mu tagad. Madzhab secara istilah adalah hasil
ijtihad seorang imam mengenai hukum suatu masalah atau tentang kaidah-

kaidah istinbath.

® Sulaiman Rasyid, Figh Islam, (Jakarta: Attahiriyah), h. 295



4. Madzhab Hanafi : salah satu madzhab figh dalam Islam Sunni. Madzhab ini
didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin
Nu’man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi, dan terkenal sebagai madzhab yang
paling terbuka kepada ide moderen. Madzhab ini diamalkan terutama sekali
dikalangan orang Islam Sunni Mesir, Turki, Tiongkok dan sebagian Afrika
Barat.°

5. Madzhab Maliki : salah satu empat madzhab figh atau hukum Islam dalam
Sunni. Dianut oleh sekitar 15 % umat Muslim, kebanyakan di Afrika Barat.
Madzhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas atau bernama lengkap
Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirul Ashbani.*

6. Madzhab Syafi’i : Madzhab figh yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris
Al-Syafi’i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi’i. Madzhab ini
kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian Barat,
Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunai, Pantai Koromandel, Malabar,
Hadramaut, dan Bahrain.'?

7. Madzhab Hambali : Madzhab figh yang dicetuskan oleh Imam Ahmad bin
Muhammad Hambal bin Hilal. Madzhab ini kebanyakan dianut oleh
penduduk Hijaz, dipedalaman Oman dan beberapa tempat sepanjang Teluk

Persia dan beberapa kota Asia tengah.™

10 https://id.m.wikipedia.org/wiki/madzhab_Hanafi. Diakses pada jam 21:27 tanggal 18 April 20167
11 https://id.m.wikipedia.org/wiki/madzhab_Maliki. Diakses pada jam 21: 29 tanggal 18 April 2017
12 https://id.m.wikipedia.org/wiki/madzhab_Syafi%27i. Diakses pada jam 21: 33 tanggal 18 April
2017

13 https://id.m.wikipedia.org/wiki/madzhab_Hanbali. Diakses pada jam 21: 36 tanggal 18 April 2017
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https://id.m.wikipedia.org/wiki/madzhab_Maliki
https://id.m.wikipedia.org/wiki/madzhab_Syafi%27i
https://id.m.wikipedia.org/wiki/madzhab_Hanbali

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan penelitian hukum normatif.
Yang dimaksud penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum
yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Dalam referensi lain disebutkan penelitian hukum normatif adalah
metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka
atau data sekunder belaka.'* Metode berpikir yang digunakan adalah metode
berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik
dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar da
kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).*® Adapun
pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau
kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap
orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada interventarisasi
hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam
perkara in concreto, sistematik hukum, taraf singkronan hukum,

perbandingan hukum dan sejarah hukum.*®

14 peter Mahmud Marzuki , Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 35

15 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

16 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Cet. 1, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,
2004), h. 52
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2. Pendekatan Penelitian
Dalam kaitanya dengan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini
mengunakan pendekatan sebagai berikut:*’

a. Pendekatan konsep (Conceptual Approach) digunakan untuk
memahami konsep-konsep tentang gadai dan pemanfaatan barang gadai,
Pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami,menerima,
menangkap dari aturan-aturan hukum yang ada dalam figh empat
madzhab.

b. Pendekatan komparatif (Comparative Approach), pendekatan
perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam
penelitian hukum normatif untuk membandingan salah satu hukum
dengan hukum yang lain. dari perbandingan tersebut dapat ditemukan
unsur unsur perbedaan dan persamaan hukum tersebut, persamaan dan
perbedaan akan menunjukkan inti dari hukum yang diselidiki, yakni
tentang hukum pemanfaatan barang gadai dari kempat madzhab.

3. Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer,
sekunder, dan data tersier.

a. Bahan Hukum Primer

17 Johnny Ibrahim, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publising,
2007), h. 300.
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Bahan hukum primer yakni data yang berkaitan dan diperoleh secara
langsung dari sumber data tersebut.*® Dalam penelitian ini data primer
yang peneliti gunakan antara lain :

1) Kitab Al-Figh al Islami wa Adillatuh(i Juz V, karya Wahbah Az-

Zuhaili.

2) Kitab Figh As-Sunnah, Juz Ill, Karya Sayyid Sabig.
3) Kitab Al-figh ‘Ala Madzahibil al- Arba’ah, Juz 1l Karya

Abdurrahman Al-Jaziri.

4) Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid Juz 11l Karya

Ibnu Rusyd.

a. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi tentang informasi
yang menjelaskan dan membahas tentang data primer.*® Data sekunder
dalam penelitian ini adalah, buku yang berkaitan dengan penelitian ini,
penelitian serta dokumen yang merupakan hasil penelitian dan
pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-
buku.yang biasanya disediakan di perpustakaan. Data tersier yang
digunakan peneliti yaitu berupa kamus-kamus.?

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Metode pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini yaitu dengan

kepustakaan, peneliti mengumpulkan berbagai referensi buku-buku para

18 Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta :Pustaka pelajar,1998), h. 91

19 Burhan Ash-shofa, Metodologi Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 103

2 Hilman Hadikusuma,Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi llmu Hukum, (Bandung :
Mandar Maju, 1995), h. 65
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kalangan madzhab, serta mengunakan buku-buku lain yang berkaitan
dengan penelitian yang dibahas terutama yang berkaitan dengan gadai.
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum
Dalam penelitian ini, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan
oleh peneliti Metode deskriptif, Yakni suatu metode pemecah masalah yang
diselidiki dengan membuat gambaran secara sisitematis, faktual dan
akurat.?
6. Metode Analisis Bahan Hukum
Penelitian ini merupakan penelitian normatif, penelitian dengan
mengunakan pendekatan normatif lebih menekankan anilisnya pada proses
penyimpulan deduktif (dari umum ke khusus), setelah peneliti mendapatkan
bahan dari bahan hukum baik primer maupun sekunder, dan mengelola
bahan tersebut, kemudian dianalisis dengan pendekatan deduktif. Dalam
menganalisa bahan hukum, peneliti mengunakan pendekatan deskriftif-
analisik, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau
mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak
memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya.
Kemudian dianalisis mengunakan Figh empat Madzhab yang berkaitan

dengan pemanfaatan barang gadai.

2l Hadari Nawawi, Metode Penelitia Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University perss,
1993), h. 31.
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H. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang dibahas oleh
peneliti, sebagai berikut:

1. Adam Reka Cipta Adi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang 2014, yang berjudul “Praktik Gadai
Sawah pada Masyarakat Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben
Kabupaten Jombang”. SKripsi ini membahas tentang bagaimana praktik
gadai yang ada di Desa Kedung Betik ketika dikaitkan dengan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah, apakah sudah seesuai dengan ketentuan yang
ada dalam KHES atau belum memenuhi ketentuan yang ada dalam KHES
(Kompilasi Hukum Ekonimi Syari’ah).??

Dari hasil penelitian tersebut bahwa praktik gadai sawah
dimasyarakat Desa Kedung Kecamatan Kesamben Malang, dari segi rukun
dan syarat gadai yang telah ditentukan di KHES sudah terpenuhi dan sudah
sah di mata hukum.

2. Nanggara Presetya, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang 2012 dengan judul “Tinjauan Figh syafi’i Terhadap
Produk Gadai Emas iB Hasanah di Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang
Malang”. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana produk gadai

emas di iB bank BNI syari’ah kantor cabang Malang apabila ditinjau dari

22 Adam Reka Cipta Adi, Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Desa Kedung Betik Kecamatan
Kesamben Kabupaten Jombang, (Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014)
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Figh Syafi’i. Apakah sudah sesuai dengan hukum yang ada khususnya
hukum yang dipakai dalam Figh Syafi’i.?®

Dari hasil penelitian tersebut bahwa produk gadai yang dilakukan

oleh iB bank BNI syari’ah kantor cabang Malang dalam pandangan Figh
Syafi’i tidak sesui, sebab BNI memberi batasan maksimum nilai gadai
emas kepada calon penggadai dengan batas maksimum 250 juta. Namun
demi kemaslahatan yang terjadi maka diperbolehkan dengan mengunakan
salah satu prinsip Maghosid Syari’ah yakni Hifdzul Maal.
Lina Ayu Hapsari Lina Ayu Hapsari, Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel, Surabaya, 2014 yang berjudul ,Tinjauan Hukum Islam terhadap
Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten
Sidoarjo. Skripsi ini menjelaskan tentang kesesuaian sistem gadai barang
menurut hukum Islam di desa Bebekan kecamatan Taman kabupaten
Sidoarjo.?*

Hasil dari penelitian ini, bahwa praktek gadai yang diterapkan di
desa Bebekan tidak sah menurut hukum Islam, karena pegadaian tersebut
berupa barang hutangan, adanya unsur tambahan yang berakibat riba dan
pemanfaatan yang menimbulkan unsur kecurangan.

Siti Hani Masfiah, IAIN Walisongo Semarang, 2011 yang berjudul

“Analisis Pelaksanan Fatwa Dsn-MUI No: 25/DSN-MUI/2002 tentang

28 Nanggara Presetya, Tinjauan Figh syafi’i Terhadap Produk Gadai Emas iB Hasanah di Bank BNI
Syari’ah Kantor Cabang Malang” (Jurusan Hukum bisnis syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2012).

24 Lina Ayu Hapsari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan
Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo” (jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014)
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Rahn (studi pelaksanaan gadai syariah di BTN Syariah Semarang)”,
skripsi ini membahas praktik pelaksanaan gadai syariah di BTN syariah
Semarang berdasarkan Fatwa MUI.

Hasil penelitian ini, bahwa pelaksanaan gadai syariah di BTN
Syariah Semarang mengunakan dua akad yakni akad ijarah dan gard dalam
menentukan biaya perawatan, pemeliharaan dan penyimpanan. Bank akan
mendapatkan fee atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai. Hal
ini berarti dalam penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang
tidak sesuai dengan ketentuan fatwa MUI.%

Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik tersebut belum sesuai

dengan hukum Islam sebab pihak murtahin sering memanfaatkan barang

gadai untuk kepentingan pribada tanpa ada izin dari pihak rahin .

Tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu :

NO Nama Judul Jenis Persamaan Perbedaan
Penelitian
1 | Adam Reka | Praktik jenis sama sama | dalam penelitian
Cipta Adi, Gadai penelitian membahas | skripsi tersebut
Fakultas Sawah pada | yang tentang lebih kepada
Syari’ah Masyarakat | digunakan gadai praktik
Universitas Desa adalah pelaksanaan
Islam Negeri | Kedung penelitian gadai, yang akan
Maulana Betik empiris, ditinjau dari
Malik Kecamatan | dengan kacamata KHES,
Ibrahim Kesamben mengunakan sedangkan dalam
Malang 2014 | Kabupaten | data skripsi ini
Jombang lapangan peneliti lebih
sebagai data kepada hukum
primer. pemanfaatan

25 Siti Hani Masfiah, “Analisis Pelaksanan Fatwa Dsn-MUI No: 25/DSN-MUI/2002 tentang Rahn
(studi pelaksanaan gadai syariah di BTN Syariah Semarang” (Jurusan Mu’amalah Fakultas
Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. 2011
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barang gadai

dalam
pandangan figh
empat madzhab,
dan memilih
penelitian
normatif.
Nanggara Tinjauan Jenis Sama sama | Dalam skripsi
Presetya, Figh syafi’i | Penelitian membahas | tersebut yang
Fakultas Terhadap yang tentang diteliti tentang
Syari’ah Produk digunakan gadai produk gadai
Universitas | Gadai Emas | adalah yang dihasilkan
Islam Negeri | iB Hasanah | penelitian di tempat
Maulana di Bank BNI | empiris tersebut dan
Malik Syari’ah dengan memilih
Ibrahim Kantor mengunakan penelitian
Malang 2012 | Cabang data lapangan dalam
Malang lapangan mencari data,
sebagai data sedangkan dalam
primer skripsi ini lebih
meneliti tentang
pemanfaatan
barang gadai dan
memilih
penelitian
pustaka.
Lina Ayu Tinjauan Jenis Sama sama | Dalam skripsi
Hapsari, Hukum penelitian membahas | tersebut yang di
jurusan Islam yang tentang teliti
Ekonomi terhadap digunakan gadai pelaksanaan
Islam Sistem adalah sistem gadai
Fakultas Gadai penelitian yang di lihat dari
Syari’ah dan | Barang di empiris segi hukum
Hukum Desa dengan Islam dan
Universitas Bebekan mengunakan memilih
Islam Negeri | Kecamatan | metode penelitian
Sunan Taman pendekatan lapangan,
Ampel, Kabupaten | perundang- sedangkan dalam
Surabaya, Sidoarjo undangan penelitian ini
2014 meneliti tentang
pemanfaatan
dalam

pandangan figih
empat madzhab
barang gadai dan
memilih
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penelitian

pustaka.

4 | Siti Hani Analisis Jenis Membahas | Dalam skripsi
Masfiah, Pelaksanan | Penelitian temayang | tersebut yang di
Jurusan Fatwa Dsn- | yang sama yakni | teliti
Mu’amalah | MUI No: digunakan tentang pelaksanaan
Fakultas 25/DSN- adalah gadai gadai yang ada
Syari’ah MUI/2002 penelitian di lokasi apakah
IAIN tentang empiris, sesuai dengan
Walisongo Rahn (studi | dengan Fatwa MUI, dan
Semarang, pelaksanaan | mengunakan memilih
2011 gadai data penelitian

syariah di lapangan lapangan,

BTN sebagai data sedangkan dalam
Syariah primer penelitian skripsi
Semarang ini lebih meneliti

terhadap
pemanfaatan
barang gadai
yang dikaji
dalam
pandangan figih
emapat madzhab
dan memilih
penelitian
pustaka.

Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian normatif terdiri dari IV (empat) BAB dengan

beberapa ham pembahasan sebagai berikut:

BAB | : membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang

menjelaskan tentang alasan peneliti memilih judul tersebut. Kemudian rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi

operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB Il : Tinjauan pustaka yang berisi gambaran umum gadai diantaranya:

pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, jenis barang yang
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digadaikan, pemanfaatan barang gadai, berakhirnya gadai serta membahas
tentang metode pemikiran singkat empat madzhab.

BAB Il : membahas pembahasan dan hasil penelitian, bab ini membahas
tentang pemanfaatan barang gadai Menurut Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki,
Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hambali, serta membahas tentang analisis
perbandingan pemanfaatan barang gadai dalam figh empat Madzhab.

BAB IV : kesimpulan dan saran yang diambil dari keseluruhan uraian yang
ada pada dalam peneltian tersebut. Kesimpulan mencakup pokok pokok atau

inti dari permasalahan yang telah dipaparkan.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Gadai
1. Pengertian gadai (Rahn)

Menurut bahasa, gadai (rahn) berarti al tsObut (penetapan) dan ad-
dawam (pelestarian) sebagaimana diucapkan juga bermakna al-habsu
(penahanan) seperti ucapan orang Arab : ni 'matun rahinatun (nikmat yang
selalu tetap) — yakni tetap dan lestari.?®

Pengertian gadai dalam hukum Islam yang dimaksud dengan Rahn ialah :

% Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz 111 (Bairut : Dar Al-Fikr), h. 130
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”menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan
syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil

seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut”.
B U USE 5 oBg) JUs Lot 4300 A

“akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin
diperoleh bayaran yang sempurna darinya”?
2. Dasar Hukum Gadai (Rahn)

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat
Al-Qur’an, Hadist Nabi Muhammad SAW, Ijma Ulama, dan fatwa MUI.

a. Al Qur’an

2 w

g 28 27 6 @k a5 5316 152555 5 45 a5 Ul 8

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah
ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang

27 Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz 111 (Bairut : Dar Al-Fikr), h.130
28 Hasby Ash Shiddieqy, pengantar Figih Muamalah,( Jakarta :bulan bintang, 1984), h. 86-87
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berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan. .2°
a. Hadist

) YA

325 2% e all) ) BBl 22 550N 2 ) 08 W@Us oF
Wiz 4555 Wb Loagls 3o tlos Lo 4D Lo

“dari A’masy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah RA. Bahwa Nabi
Muhammad SAW membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara di
tangguhkan pembayarannya kemudian Nabi mengadaikan baju

besinya”.

Hadist yang sama juga di diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik r.a.,
s L 350 a8l Congds A U s oo oo A IO b 325 0%

AEN

g

“Rosulullah SAW menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi
di Madinah untuk mendapatkan gandum yang beliau gunakan untuk
memberi nafkah Istri beliau”.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rosulullah SAW,

bersabda,
;@ﬁb@@;ﬂémwdﬁaaﬁw;&jj& J6 el o 53k U 22

&S5 cdh Jeg Gzaia HE13) axkis, Ly 330 55 Gshs 8713 aski,

“hewan dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan

tersebut digadaikan, susu hewan diminum berdasarkan nafkah dan

2 Qs. Al-Baqgarah, ayat 28, Al-Qur’an Terjemah (Jakarta: Akbar Media,tth),h. 49
30 Al-Bukhori, shahih Bukhori , Jilid 11, (Bairrut : Al-Maktabah al-Asriyah, 1997), h. 756
31 Al-Bukhori, shahih Bukhori , Jilid 11, h. 756
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pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang
menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang
berkewajiban memberikan nafkah dan pemeliharaan terhadap hewan
yang digadaikan tersebut”.

b. Ijma Ulama

Jumhur Ulama sepakat bahwa rahn hukumnya boleh, baik ketika
ditengah perjalanan maupun Kketika menetap, berbeda dengan
pendapatNujahid dan Ulama Zhahiriyyah, karena sunnah menjelaskan
tentang pensyariatan rahn secara mutlak, baik ketika sedang ditenggah
perjalanan maupun ketiak menetap, penyebutan As Safar (jika kalian
dalam perjalanan) pada ayat 283 surat Al-Bagarah diatas hanya
berdasarkaan kebiasaan yang lumrah berlaku saja bukan merupakan
syarat. Karena pada masa dahulu biasanya ditengah perjalanan sulit
untuk menemukan juru tulis. Kondisi tidak ditemukannya juga tidak
termasuk syarat rahn karena hukum rahn di dalam as-Sunnah
dijelaskan secara mutlak. Oleh karena itu ayat diatas hanya
menunjukkan manusia kepada bentuk watsiigah yang mudah bagi
mereka ketika dalam kondisi tidak menemukan seorang juru tulis yang
menuliskan utang atau transaksi tidak secara tunai yang mereka

lakukan.®2

3. Rukun Gadai
Rukun gadai ada 5 dintarannya yaitu pemberi gadai, penerima gadai,

barang yang di gadaikan, utang, pernyataan gadai.

32 Wahbah Az- Zuhaily, Al figh Al Islam wa Adillatuhu, Juz V, h. 182
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a. Rahin (orang yang mengadaikan)
Orang yang telah dewasa, berakal, nisa dipercaya dan memiliki
barang yang di gadaikan.

Hak pemberi gadai (réhin)

1) Pemeberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah
ia melunasi pinjaman.

2) Pemberi gadai berhak menuntut kerugian dari kerusakan dan
hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian
penerima gadai.

3) Pemeberi gadai berhak menerima sisa hasil hasil penjualan barang
gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

4) Pemeberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila
penerima gadai diketahui menyalagunakan barang gadai.

Kewajiban pemberi gadai (rahin)

1) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya
dalam tenggang waktu yang ditentukan. Termasuk biaya-biaya yang
ditentukan oleh penerima gadai.

2) Pemberi gadai wajib penjualan atas barang gadai miliknya, apabila
dalam jangka waktu yang ditentukan pemberi gadai tidak dapat
melunasi pinjamannya.

b. Murtahin (orang yang menerima gadai)
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Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk
mendapatkan modal dengan jaminan barang.**Hak murtahin:

1) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat
memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang
gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman marhun bih dan
sisanya dikembalikan kepada rahin.

2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantianbiaya yang telah
dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun

3) Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan
barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Kewajiban murtahin.

1) Penerima gadai bertanggunng jawab atas hilangnya barang gadai
apabila hal itu disebabkan kelalaiannya.

2) Penerima gadai tidak boleh mengunakan barang gadai untu
kepentingan sendiri.

3) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai
sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

c. Marhun (barang yang digadaikan)
Barang yang dijadikan jaminan oleh r&hin dalam mendapatkan

utang. Syarat marhun, antara lain :3*

1) Dapat diperjual belikan

33 Ali Zainuddin, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 21
3 Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 164
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2) Bermanfaat

3) Jelas

4) Milik rahin

5) Bisa diserahkan

6) Tidak bersatu dengan harta lain

7) Dipegang (dikuasi) oleh rahin

8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

d. Marhun bih (utang)

Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar

besarnya tafsiran marhun

1) Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar
kepada pihak yang memberi hutang

2) Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan.
Jika marhun bih tidak dapat dibayarkan, rahn tidak sah, sebab
menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya akad rahn.

e. Shighat (pernyataan gadai)

Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi

gadai.®

Diantara yang menjadi syarat shighat :

1) Shighat tidak boleh terikat dengan dengan syarat tertentu dan juga

dengan suatu waktu dan masa depan.

35 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Press, 2010), h. 391
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2) Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti
halnya akad jual-beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu
atau dengan suatu waktu dimasa depan.

4. Syarat Gadai
Sedangkan syarat rahn, ulama Figh mengemukakan sesuai dengan
rukun rahn itu sendiri, yaitu :
a. Baligh dan cakap hukum

mensyaratkan cukup berakal saja, karena anak kecil yang mumayyiz
(dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad
rahn, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.*

b. shighat.

Dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau
dengan masa yang akan datang, misalnya, orang yang mengadaikan
hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang
belum dibayar, kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad.

c. Syarat marhun bih

Marhun bih adalah hak yang karenanya barang yang digadaikan
diberikan, yaitu tanggungan utang pihak rahin kepada pihak murtahin.
Syarat-syarat marhun bih sebagai berikut :

1) Marhun bih harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada

pemiliknya.

3 Hendi Suhendi, figih muamalah, membahas ekonomi Islam, (Jakarta :PT. Raja grafinda Persada,
2002), cetakan pertama, h: 107
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2) Marhun bih harus berupa hutang yang dimungkinkan untuk

dipenuhi dan dibayar dari marhun (barang yang digadaikan).
3) Marhun bih harus diketahui dengan jelas dan pasti

d. Syarat marhun
1) Marhun itu boleh dijual dan nilainya seimbang
2) Marhun bernilai harta dan dapat dimanfaatkan
3) Marhun itu jelas dan pasti
4) Marhun itu milik sah rahin
5) Marhun tidak terikat dengan hak orang lain
6) Marhun itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.*’
5. Status dan Jenis Barang Gadai
1. Status Barang Gadai

Ulama Figh menyatakan bahwa rahn baru dianggap sempurna
apabila yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan
penerima gadai (murtahin), dan uang yang dibutuhkan telah diterima
oleh pemberi gadai (réhin). Kesempurnaan rahn oleh Ulama disebut
sebagai al-gobdh al-marhun barang jaminan dikuasai secara hukum,
apabila agunan telah dikuasi oleh murtahini maka akad rahn itu
mengikat kedua belah pihak. Karena itu status hukum barang gadai
(marhun) terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang

yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.misalnya, ketika seorang

37 Nusron haroen, figih muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h: 255
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penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu

untuk pembelian suatu barang kredit.

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. para Ulama
menilai hal dimaksud sah kerena utang memang tetap menuntut
pengembalian jaminan. Hal itu, menunjukkan bahwa status gadai dapat
terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata: “saya
gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta
rupiah”. Gadai tersebut sah, menurut pendapat madzhab Maliki dan
madzhab Hanafi seperti yang dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio.
Karena itu barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.®

2. Jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai (marhun) adalah barang yang dijadikan agunan
oleh pemberi gadai (rahin) sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh
penerima gadai (murtahin) sebagai jaminan utang , menurut Ulama
Hanafi, barang barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang
yang memenuhi kategori:

a. Barang-barang yang dapat dijual, karena itu, barang barang yang
tidak berwujud tidak dapat dijadikan barnag gadai, misalnya
mengadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah,
menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung

yang ada di udara.

3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah : Wacana Ulama dan Cendekiawan, (Jakarta: Bank
Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), h. 21

29



b. Barang gadai harus berupa harta menurut syara’ tidak sah
mengadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil
tangkapan ditanah haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini
tidak diperbolehkan menurut syara’ dikarenakan status haram.

c. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh mengadaikan
sesuatu yang majhul (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
Selain hal-hal yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa prinsip

yang harus diperhatikan dalam akad réahn, diantara sebagai berikut:

a. Akad rahn adalah akad tabarru’

Gada (réhn) merupakan salah satu akad tabarru’ (kebajikan). Sebab
pinjaman yang diberikan oleh murtahin tidak dihadapkan dengan
sesuatu yang lain. berbeda dengan jual beli yang merupakan akad
mu’awadah (pertukaran) diantara penjual dan pembeli yang
melakukan pertukaran harta dengan barang. Akad akad tabarru’
dalam konsep figh Mua 'malah meliputi akad hibah, ji’alah (penjam
meminjam), wadiah (titipan), qord dan réhn (gadai). Sebagai akad
tabarru’ maka akad yang dimaksud mempunyai ikatan hukum yang
tetap apabila barang byang digadaikan sudah diserahkan kepada
pihak penerima gadai.

b. Hak dalam gadai (réhn) bersifat menyeluruh

Mayoritas Fugoha berpendapat bahwa rahn berkaitan
dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya,

yaitu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu
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kamudian ia melunasinya sebagiannya, maka keseluruhan barang
gadai masih tetap ditangan penerima gadai (murtahin) sampai orang
yang menggadaikannya melunasi utangnya. Alasannya, bahwa
barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, dan oleh karena itu
tertahan pula oleh setiap bagian dari hak tersebut. Namun sebagian
ahali Figh berpendapat bahwa barang yang masih berada ditangan
murtahin, dalam kasus diatas hanya sebagiannya saja sebesar hak
yang belum dilunasi oleh rahin. Golongan ini mengemukakan
alasan bahwa keseluruhan barang gadai itu hanya tertahan oleh
keseluruhan hak. Kareana itu, sebagaian barang tersebut tertahan
oleh sebagaian hak iti, dan itu serupa tanggungan (kafalah).*
Penjualan barang gadai (marhun) setelah jatuh tempo

Pejualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah, hal itu sesuai
dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu
sebagfai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila
yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang
berpiutang. Karena itu barang gadai dapat dijual untuk membayar
utangnya, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang
adil dan terpercaya. Mengenai penjualan baranag gadai oleh wakil
dan adil, para Ulama menyepakati akan kebolehannya. Namun

mereka berbeda pendapat bila yang menjual adalah murtahin

39 |bnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid, (Beirut : Dar Al Kutub Al-Islamiyah,

tth), h. 207
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menurut Abu Hanifah dan Imam Malik seperti dikutip oleh Ibnu
Qudamah “apabila dalam akad gadai disyaratkan penjualan oleh
penerima gadai setelah jatuh tempo, maka hal itu dibolehkan ™.
Lain halnya pendapat dikalangan madzhab Imam Syafi’i
seperti yang dikutib oleh Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad
bin Ibnu Qudamah murtahin tidak tidak boleh menjual barang gadai
(marhun) setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai hanya bisa
dilakukan oleh wakil yang adil dan terpercaya. Argumentasi beliau
adalah rahin menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan
dijual dan kecermatan terhadap harganya. Hal ini berbeda kondisi
dengan murtahin yang menghendaki hak pelunasan utangnya dapat
dipenuhi secepatnya. Karena itu , bila penjualan dlakukan oleh
murtahin dikhawatirkan penjualan tersebut tidak dengan harga yang
tepat. Sebab, yang terpenting bagi murtahin adalah barang tersebut
cepat terjual yang kemudian menerima harganya.*°
6. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Jumhur Fugoha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengabil

sesuatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin

mengizinkannya. Karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik

manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Rosulullah SAW bersabda:

40 Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad binlbnu Qudamah, Al-Mughni Al- Mukhtasyar, (Beirut
: Dar Al- Kutub Al- ‘Tlmiyyah, 1994), Jilid IV, h. 422
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(bl Gl o U oly) ) 335 Bals 55 38 5

“setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (Riwayat Haris
bin Abi Usamah).

Menurut Imam Ahmad, Ishak , al Laits, dan al-Hasan, jika barang
gadai itu berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak
yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil
manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya
pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu

ada padanya. Rosulullah SAW bersabda :

o
N

&5 &S5 sl o5 Ghon 5 Lsks 3A (5 Gskss BST13) L8 Sa

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya, apabila
digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena

pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan

meminumnya maka wajib memberi biaya”.**

Pengambilan manfaat pada benda benda gadai diatas ditekankan
kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang
memegang barang-barang gadai seperti diatas punya kewajiban
tambahan.pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bial
barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin apabila
pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang dibolehan disini
adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada

dirinnya.

41 Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul as- Salam, (Bandung Dahlan,tth), h. 51
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7. Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai
tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalnya, ketika akad gadai diucapkan,
“apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah
ditentukan, maka marhun menjadi milik murtahin sebagai pembayaran
utang. sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah
ditentukan untuk membayar utang harga marhun akan lebih kecil daripada
utang rahin yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak
murtahin. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga marhun pada waktu
pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada
utang yang harus dibayar, yang akibatnya merugikan pihak rahin.

Apabiala waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin belum
membayar utangnya, maka hak murtahin adalah menjual marhun,
pembelian boleh muthain sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang
umum berlaku pada waktu itu dari penjualan marhun tersebut. Hak
murtahin hanya sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan
marhun lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada rahin.
Apabila sebaliknya, harga penjualan marhun kurang dari jumlah utang,
rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya.*?

B. Gadai Dalam Figh Empat Madzhab
1. Madzhab Hanafi

a. Madzhab Hanafi

42 Hendi Suhendi, Figih Muamalah, h.110
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Imam Hanafi adalah Abu Hanifah bin An-Nu’man bin Tsabit bin
Zufi At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian kekeluargaan
dengan Ali bin Abi Thalib ra. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80
H / 699 M, pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik, beliau
menghabiskan waktu kecil hingga tumbuh menjadi dewasa di sana.
Sejak masih kanak-kanak beliau telah menghafal Al-Qur’an.

Mazhab ini dpelopori oleh Abu Hanifah an-Nu’man bn Tsabit bin
Zutha (80-150 H). Menjadi ciri khas tersendiri di antara mazhab-mazhab
yang lain, dalam mazhab Hanafi para pengikut beliau sendiri dapat
berbeda pendapat terhadap Abu Hanifah pada banyak hal termasuk
persoalan Ushul dan Furu’*® Semasa hidupnya Imam Abu Hanifah
dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat
tawadhu’, dan sangat teguh memegang ajaran Agama.** Beliau juga
merupakan ahli figh Irak. Beliau belajar ilmu hadits dan figh dari banyak
ulama ternama. Belajar ilmu figh secara khusus dengan Hammad bin
Sulaiman selama 18 tahun yang beraliran figh Ibrahim an-Nuka’i. di
antara murid beliau yang terkenal adalah adalah Abu Yusuf (113-182
H) seorang hakim pada pemerintahan Harun ar-Rasyid. Beliau ini
memiliki andil yang cukup besar dalam menyebarkan mazhab Hanafi.

Kemudian Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (132-189 H), bersama

43 Muhammad Abu Zaharah, Abu Hanifah Hayatuhu wa Ashruhu-Arauhu wa Fighuhu, (Qairo: Darul
Fikr al- Araby, 1998), h. 15.
4 Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), h.
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dengan Abu Yusuf mengembangkan mazhab Hanafi, Abu Hudzail dan
Hasan bin Ziyad al-Lu’lui.*

Abu Hanifah dalam beristinbat selalu memikirkan dan
memeperhatikan apa yang ada di belakang nash yang tersurat yaitu illat-
illat dan maksud-maksud hukum. Sedangkan untuk masalah-masalah
yang tidak ada nashnya beliau gunakan giyas, Istihsan dan ‘urf. Yang
menonjol dari figh Imam Abu Hanifah ini antara lain adalah:

1) Sangat rasional, mementingkan maslahat dan manfaat
2) Lebih mudah dipahami mazhab lain
3) Lebih liberal sikapnya terhadap dzimis (warga negara yang non
muslim).4

Metode Istinbath madzhab Hanafi

Penganut mazhab Hanafi terdapat banyak di daerah India, Turki,
Afganistan, kawasan Balkan, Cina dan Rusia. Di samping Turki dan
India juga Turkestan, Buchara dan Samarkand Beberapa karya tulisnya
yang memuat pendapatnya yang disusun para muridnya antara lain
adalah al-Madsuth, al-Jami 'ul Kabir, al-Syrul-Shaghir, al-Kabir dan al-
Ziyadah. Abu Hanifah dijuluki sebagai bapak ilmu figh.*” Metode
ljtihad hukum yang digunakan oleh Ulama Hanafiyah sebagai berikut:

1) Al- Qur’an

4 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. xv-

4 A, Djazuli, llmu Figh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 127.
47 Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid 6, (Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004), h. 327-328
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Al-Qur’an merupakan sumber hukum pertama yang digunakan
Imam Abu Hanifah. Ada beberapa definisi yang menjelaskan
tentang al-Qur’an. Definisi tentang Al-Qur’an sebagaimana yang
ditulis Abdul Wahab Khallaf, bahwa Al-Qur’an adalah kalam Allah
yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui
malaikat Jibril dengan lafazh berbahasa Arab, dengan makna yang
benar sebagai hujjah bagi Rasul, sebagai pedoman hidup, dianggap
ibadah membacanya dan urutannya dimulai dari surat al-Fatihah dan
diakhiri dengan surat An-Naas, serta djamin otentisitasnya.*®

Umat Islam tidak memperselisinkan bahwa Al-Qur’an adalah
sumber pertama untuk menetapkan hukum syari’at dan hujjah atas
manusia seluruhnya. Dalil kehujahannya adalah keberadaannya
yang bersal dari sisi Allah SWT, sedangkan dalil bahwa Al-Qur’an
bersal dari isi Allah adalah kemukjizatannya.*®

2) As-Sunnah

Sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an, berupa perkataan
(sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi’liyah) dan sikap diam
(sunnah taqgririyah atau sunnah suktiyah) Rasulullah yang tercacat
(sekarang) dalam kitab-kitab hadis.

3) Agwal al- Shahabah (pendapat sahabat)

4 Abdul Wahab Khallaf, llmu Ushul Figh, (Mesir: Maktabah Ad-Da’wah Al-Islamiyyah), h. 22.
49 Abdul karim Zaidan, Pengantar Studi Syari’ah, (Jakarta: Robbani Press, 2008), h. 231
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Fatwa sahabat (Agwal al-Shahabah), karena mereka semua
menyaksikan turunya ayat dan mengetahui asbabun nuzuknya_serta
asbabul wurut hadist dan para perawinya. Sedangkan fatwa para
tabi’in tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat.
Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan
Abu Hanifah.>°

4) Ijma’

Ijma’ yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli
mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa.
Persetujuan itu diperoleh dengan suatu cara di tempat yang sama.
Ijma’ sumber hukum syari’ah ketiga setelah Al-Qur’an dan Sunnah.
Otoritasnya sebagai sumber hukum didasarkan pada ayat-ayat Al-
Qur’an dan sabda Nabi.>*

5) Qiyas
Digunakan apanbila tidak ada nash yang sharih dalam al-
Qur’an dan Hadist maupun Agwal Shahabah
6) Istihshan
Menurut bahasa, Istihsan berarti menganggap baik atau mencari
yang baik. Menurut ulama ushul figh, ialah meninggalkan hukum
yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya, pada suatu

peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar hukum syara’. Jadi

50 Muhammad Ali hasan, Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 189
51 Mohammad Daut Ali, Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 120
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singkatnya, Istihsan adalah tindakan meninggalkan satu hukum
kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara’
yang mengharuskan untuk meninggalkannya.
7) Urf atau atau adat kebiasaan

Abu Hanifah berpegang kepada Urf dalam menetapkan suatu
hukum. Pendirian Abu Hanifah ialah mengambil hal yang sudah
diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan
muamalah-muamalah manusia dan apa saja yang mendatangkan
maslahat bagi manusia.

c. Pengertian, Rukun dan Syarat Gadai

1) Pengertian Gadai
5\@5@&\;\;\3&@%9%@3@:&;&@agua;gt&;}ag;;.
52 ot - (..o
o) G5 e Lguans

“menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak piutang
yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik
seluruhnya maupun sebagiannya”.

2) Rukun Gadai
Ulama Hanfiyah berpendapat, rukun réhn itu hanya Ijab dan
Qabul, yakni ljab dari rahin dan Qobul dari murtahin, yakni

pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilik

52 Sayyid Sabig, Al-Figh As-Sunnah,Juz 111, h. 180
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barang (ijab) dan pernyataan kesdiaan menerima barang jaminan
untuk utang tersebut (gabul).
3) Syarat-Syarat Gadai

Ulama Madzhab Hanafi membagi syarat gadai menjadi 3 (yaitu):>3

1. Berkaitan dengan Syarat terjadinya akad rahn, pertama barang
yang digadaikan harus berupa harta, kedua marhun bih (utang)
yang merupakan sebab terjadinya gadai.

2. Berkaitan dengan syarat sahnya akad rahn, (1) berhubungan
dengan akad, akad tidak boleh disandarkan pada waktu tertentu,
(2) berhubungan dengan marhun, barang dalam penguasaan
penerima gadai, barangnya halal bukan barang najis, sudah
diketahui dengan jelas, bukan termasuk barang yang tidak dapat
diambil manfaatnya.

3. Berkaitan dengan pihak yang berakad, yakni kedua belah pihak
harus berakal dan mumayyiz, baligh tidak menjadi akad, sehingga
anak kecil yang mumayyiz dapat melakukan akad dengan izin
walinya.

2. Madzhab Maliki
a. Madzhab Maliki

Pendiri Madzhab Ini adalah Anas bin Malik, imam yang kedua dari

imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau

dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hjaz. Wafatnya

53 Abdurrahman al-Jaziri, al-Figh ala Madzahiil Arba’ah, juz 11, h. 299
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bertepatan pada hari Ahad, 10 Rabi’ul Awwal 179 H/798 M di Madinah
pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun Ar-
Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn
Malik ibn Abu ‘Amir ibn Al-Harits.

Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama
dalam ilmu hadis dan figih. Beliau belajar ilmu dan sunnah dari banyak
Syaikh. Diantaranya adalah Abdurrahman bin Harmaz dan Muhammad
bin Muslim bin Syihab al-Zuhdi. Darinya imam Malik belajar hadis,
figih dan fatwa-fatwa sahabat. la juga belajar hadis dari Abu Zinad. la
jugabelajar ra 'yu dan ilmu riwayat dari Yahya bin Sa’id. Ia belajar fiqih
ra’yu dari Rabi’ah bin Abdurrahman karena ia dikenal sebagai pakar
figih ra’yu sehingga dijuluki Rabi’ah ar-Ra’yu. Namun syaikh yang
paling banyak mempengaruhinya adalah Ibnu Syihab al-Zuhry dan
Rabi’ah ar-Ra’yi.>*

b. Metode Istinbath Madzhab Maliki
a) Al-Qur’an
Ulama Malikiyah bersandarkan Nash al-Qur’an sebagai
pegangan pokok dalam pengambilan hukum Islam. Pengambilan itu

berdasarkan zahir nash al-Qur’an atau keumumannya.>

4 Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari’ah, h. 204
5 Muhammad Ali al-Sayis, Tarikh Figh al-Islami, (Kairo: maktabah wa Matba’ah Ali Sabih wa
auladuh, tth), h. 99
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b) As-Sunnah

Imam Malik tidak mensyaratkan kepopuleran hadist seperti
yang disyaratkan Imam Hanafi dalam penerimaan hadist. Imam
Malik tidaka menolak khobar wahid hanya karena bertentangan
denagn giyas atau karena perowinya bertindak tidak sesuai denagan
hadist periwayatannya. Imam Malik tidak mendahulukan giyas dari
khobar wahid. Selain itu, Imam Malik juga mengunakan hadizt
mursal dalam mengistinbathkan hukum. beliau mensyaratkan
dalam penerimaan khabar ahad yakni khabar ahad tersebut tidak
bertentangan dengan amal ahl madinah dan tolak ukur dalam hadist

yang diriwayatkan oleh Ulama Hijaz.>®

c) A’mal ahl-al Madinah

Amal Ahl al-Madinah ada dua macam yakni amal Ahl al-
Madinah yang asalnya dari al-Naqgl, hasil dari mencontoh
Rosulullah SAW, bukan dari hasil Ijtihad Ahl al-Madinah seperti
tentang penetuan suatu tempat mimbar Nabi Muhammad SAW atau
tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan ditempat
yang tinggi dan lain-lain. Ijma semacam ini dijadikan hujjah oleh
Imam Malik.>” Akan tetapi terkadang beliau menolak hadist apabila
ternyata berlawanan dengan hukum dan tidak diamalkan oleh para

Ulama Madinah.

% Muhammad Ali al-Sayis, Tarikh Figh al-Islami, h. 101
57 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandinagn Madzhab, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu,

2003), h. 106
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d) Khabar Ahad dan Qiyas
Dalam pengunaan Khabar ahad, Imam Malik tidak selalu
konsisten. Kadang-kadang ia mendahulukan khabar ahad daripada
giyas, jika khabar ahad tidak dikenala di masyarakat madinan maka
khabar ahad tidak dianggap sebagai petunjuk dan tidak dianggap
sebagai benar sebagai suatu yang berasal dari Rosulullah. Denagn
demikian khabar ahad tidak digunakan sebagai dasar hukum, akan
tetapi mengunakan giyas dan mashlahah.
e) Maslahah Mursalah
Maslahah Mursalah adalah masalah yang tidak ada
ketentuannya secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung
dalam nash dengan tujuan untuk memelihara tujuan tujuan syara’
dengan jalan menolak segala sesuatu yang marusak makhluk.
Adapun syarat syarat penggunaan maslahah mursalah
sebagai dasar hukum yakni sebagai berikut:®
1) Maslahah harus benar-benar merupakan maslahah mursalah
menurut penelitian seksama, bukan sekedar diperkirakan secara
sepintas saja.
2) Maslahah harus bersifat umum bukan maslahah yang hanya

berlaku untuk orang-orang tertentu.

8 Muhammad Ali al- Sayis, Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Figh: Hasil Refleksi ljtihad
Penerjemah M. Ali Hasan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 103

43



f)

9)

3) Maslahah tersebut merupakan maslahah yang bersifat umum
yang tidak bertentangan dengan nash atau ijma’.

Sadd Az-Zari’ah

Imam Malik mengunakan sad az-zari’ah sebagai landasan
dalam menetapkan hukum.*® menurutnya, semua jalan atau sebab
yang menuju kepada yang haram atau dilarang, maka hukumnya
juga haram. Dan semua jalan kepada hal yang halal, maka
hukumnya juga halal.
Istishab
Imam Malik menjadikan Istishab sebagai landasan dalam
menetapkan hukum. istishab adalah menetapkan sesuatu
berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya hingga ada dalil

yang menunjukkan adanya perubahaan keadaan itu.®°

Pengertian, rukun dan Syarat-syarat Gadai

1.

Pengertian

2207,

61 & e - %2 Se Aes Nals 4
SNCENC RS NP

“sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai (mutawammil)
yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang

yang tetap (mengikat) .

59 Abu Zahrah, Tarikh al Madzhab al-islamiyah,(Kairo: Dar al- Fikr al-Arabiy, 1987,) h. 219

80 Abdul Wahab Kholaf, llmu Ushul Figh al-Islami, (Kairo : Maktabah wa Matba’ah Ali Sabih wa
Awladuh, tth), h. 105

61 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-1slam wa Adillatuhu, Juz V, h. 181
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2. Rukun

Selain ulama madzhab Hanafi, rukun rahn menurut Ulama

Malikiyah dibagi menjadi 5 (lima) pilar :

a. Orang yang mengadaikan (réhin)

b. Orang yang menerima gadai (murtahin)

c. Barang yang digadaikan (marhun)

d. Utang (marhun bih)

e. Sighat (ljab dan gabul)

3. Syarat-Syarat

Ulama maliki Membagi Syarat rahn menjadi 4 macam:%?

a. Syarat yang berhubungan dengan kedua belah pihak yang
berakad, vyaitu pihak rahin dan murtahin. Syarat ini
mengharuskan bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam
transaksi hukum gadai harus dua orang yang memenuhi
keabsahan akad dalam jual beli yang mengikat. Jika dilakukan
seorang anak yang masih mumayyiz , maka salah satunya atau
keduanya maka akadnya tetap sah tetapi tidak mengikat.
Kecuali jika ana mumayyiz yang melakukan akan tersebut
diizinkan oleh walinya.

b. Syarat yang berhubungan dengan barang atau marhun
Syarat ini mengharuskan barang yang digadaikan adalah barang

yang sah diperjual belikan. Karena itu tidak boleh

62 Abdurrahman al Jaziri, al-Figh ala Madzahibil arba’ah, Juz |1, h. 287
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menggadaikan barang barang najis dan barang barang lainnya,
yang dalam hukum Islam dilarang.

c. Syarat yang berhubungan dengan utang atau marhun bih
Syarat ini mengharuskan utang sudah tetap, baik pada saat itu
maupun dimasa yang akan datang. Yang dimaksud dalam hal ini
dapat diungkapkan sebagai contoh tetntang sahnya akad gadai
al ju’lu (pengupahan), yakni pemberian upah dari seseorang
kepada orang lain atas jasanya.

d. Syarat yang berhubungan dengan akad
Dalam akad tidak bolenh mensyaratkan suatu syarat yang
bertentangan dengan syara’ , misalnya akad gadai yang
mensyaratkan marhun harus dijual jika orang Yyang
menggadaikan tidak dapat melunasinya. Semua persyaratan
rahn yang ditentukan madzhab Maliki didasarkan pada asas :

Ao,

124 515 4 515 G %87 (setiap barang yang sah diperjualbelikan,

maka sah pula digadaikan).
4. Madzhab syafi’i

a. Madzhab Syafi’i
Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi’i. Nasabnya
bertemu dengan Rasulullah SAW pada Abu Manaf. la dilahirkan di
Ghazza pada tahun 150 H, dan wafat di Mesir tahun 204 H. Beliau
tumbuh di Makkah dan belajar kepada Muslim bin Khalid az-Zaniji,

mufti Makkah, hingga diijinkan memberikan fatwa saat Imam Syafi’i
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berumur lima belas tahun. Kemudian Imam Syafi’i pergi ke Madinah,
bertemu dengan Imam Malik, meriwayatkan Al-Muwatta’ darinya,
belajar figih kepadanya, dan menyertainya (mulazamah dengannya)
hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. kemudian Imam Syafi’i
pergi ke Yaman. Di sana ia bertemu dengan ‘Umar bin Abu Salmabh,
pengikut Imam al-Auza’i, seorang ulama figih Mesir, dan belajar
darinya figih imam besar ini.®3

Pada tahun 184 H, Imam Syafi’l didatangkan ke Baghdad karena
dituduh menentang Daulah Abbasyiyah, namun ia terbebas dari
tuduhan. Kedatangannya ini menjadi sebab pertemuannya dengan ulama
figih Irak Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, pegikut Abu Hanifah.
Maka Imam Syafi’i selalu menyertainya (mulazamah dengannya),
membaca kitab-kitabnya, meriwayatkan darinya, dan belajar masalah-
masalah figh darinya. Kemudian Syafi’l pindah ke Makkah dengan
membawa Kitab-kitab figh ulama Irak, dan tinggal di Makkah untuk
mengajar, berfatwa, dan bertemu dengan banyak ulama di musim haji
selama Sembilan tahun, setelah itu beliau pergi ke Baghdad untuk kedua
kalinya pada tahun 195 H, dan bermukim di sana selama dua tahun
kemudian kembali ke Makkah. Lalu ia kembali lagi ke Baghdad pada
tahun198 H dan bermukim di sana selama beberapa bulan. Kemudian

beliau pergi ke Mesir pada akhir tahun 199 H, atau dikatakan pada tahun

8 A. Djazuli, llmu Figh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 13
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200 H. la menetap di sana, mengajar, berfatwa, mengarang, dan
mengajar murid-muridnya hingga wafat pada tahun 204 H.%
b. Metode Istinbath madzhab Syafi’i
Metode yang digunakan Ulama Syafi’iyah dalam menetapkan suatu
hukum (Istinbath) sebagai berikut
1) Al-Qur’an dan As-Sunnah

Imam Syafi’i berpendapat bahwa al-Qur’an dan as-Sunnah
mempunyai kedudukan yang sama yakni dalam satu martabat.
Halini dikarenakan bahwa kedua duanya berasal dari Allah dan
keduanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam.5®

2) ILima’

Ijma’ syafi’it menyatakan bahwa ijma’ menjadi hujjah setelah al
Qur’an dan as-Sunnah sebelum giyas dalam menetapkan hukum.5®
pengertian ijma dalam pandangannya ialah bahwa Ulama suatu
masa bersatu pendapat tentang suatu persoalan, sehingga ijma’
mereka menjadi hujjah terhadap persoalan yang mereka Ijma’kan

3) Qiyas

Imam syafi’i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil dalam

menetapkan hukum setelah al-Qur’an, as-Sunnah, dan Ijma’. Beliau

adalah mujtahid yang mula mula mengeluarkan dasar dasar giyas.

6 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, (Cet. |; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),
h. xvi

8 Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok Pokok Pegangan Imam Madzhab, h. 239
8 Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok Pokok Pegangan Imam Madzhab, h. 253
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Beliau adau adalah mujtahid pertama yang membicarakan giyas
dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan alasan-alasannya. Maka
pantas beliau diakui sebagai pelatak pertama metodologi giyas
sebagai satu disiplin ilmu dalam menetapkan hukum Islam sehingga
dapat diajari dan diajarkan.®’

Pengertian, rukun dan syart-syarat

1) Pengertian

é/f. ’ - ..aa«, ~ R0, o
i\;j;m,\,&\.@.ﬂﬁd}wj-«b L@i.«l)j.};- Jx;-

“menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang
dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup

membayar utangnya”.

2) Rukun
Adapun rukun gadai menurut Ulama Syafi’iyah ada 4 macam :%
a) Adanya lafadz, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai
b) Adanya pemberi dan penerima gadai
c) Adanya barang yang digadaikan
d) Adanya utang
3) Syarat-syarat
Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa syarat yang disyaratkan dalam

akad rahn ada 2 macam :"°

67 Sulaiman Abdullah, Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Islam: Kajian Konsep Qiyas Imam
syafi’i, (Jakarta: Pedoman IImu Jaya, 1996), h. 96

®\Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-Islam wa Adillatuhu,Juz V, h. 180

% Sayyid Sabig, figh Sunnah, Juz I, h. 132

70 Abdurrahman al Jaziri, al-Figh ala Madzahibil arba’ah, Juz 11, h. 284
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Pertama, syarat lazim yakni penahanan barang gadai
Kedua, syarat sah, yang dibedakan dalam beberapa bagian,
diantranya:

a. Berkaitan dengan pihak yang berakad, yakni harus berakal dan

baligh, sehingga apabila dilakukan oleh anak kecil maka tidak sah

meskipun dengan izin wali.

b. Berkiatan dengan barang gadai atau marhun, barang harus dalam

kekuasaan rahin, barang itu utuh tidak terbagi bagi, bukan barang
yang mudah rusak, barang harus suci, barang yang mempunyai
nilai menurut syara’.

Penganut madzhab syafi’i mengatakan bahwa segala sesuatu
yang yang dapat diterima atau dijual, dapat juga digadaikan,
dihibahkan atau disedekahkan, karena itu menurut mereka
barang-barang seperti hewan ternak, hewan melata, hamba
sahaya (budak), dinar, dirham, tanah, dan barang-barang lainnya

selama halal diperjualbelikan, maka halal pula digadakan.’

. Berkaitan dengan utang atau marhun bih, utang harus bisa

dilunasi malalui penjualan barang gadai, utang tersebut harus
mengikat dalam akad, utang hendaknya diketahui jumlah dan
sifatnya oleh kedua belah pihak, dan marhun harus dalam bentuk

utang bukan pinjaman.

> Abi Abdillah Muhammad bin Idris As- Syafi’i, Al- Umm, Jilit I11, (Bairut : Dar al Kutub, tth), h.

169
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5. Madzhab Hambali
a. Madzhab Hambali

Beliau adalah Abu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin
Asad asy-Syaibani. Lahir di Baghdad pada tahun 164 H, dan wafat di
Baghdad juga pada tahun 241 H. la pergi mencari ilmu ke Makkah,
Madinah, Syam, Yaman dan negeri-negeri lainnya. la belajar figih pada
Imam Syafi’l ketika ia berkunjung ke Baghdad. Kemudian ia menjadi
mujtahid mandiri dan memiliki mazhab khusus. la sangat menguasai as-
Sunnah, menghafalnya, dan memilah mana yang shahih dan mana yang
cacat. la adalah seorang ulama dan imam Sunnah di masanya. Kitab
Musnad-nya yang dikenal dengan Musnad Ahmad bin Hanbal
mencakup lebih dari 40.000 (empat puluh ribu) hadist.”?

Pengetahuannya di bidang hadist dan atsar menjadikannya
dinobatkan sebagai imam di bidang hadis. Sedangkan keahliannya
menyimpulkan hukum-hukum fikih berdasarkan hadis dan atsar,
menjadikannya sebagai imam di bidang fikih. Fikih bersumber atsar ini
sangat berpengaruh terhadap hakikat, logika, analogi, kaidah-kaidah

yang dibuat, ciri khas, dan fenomena sosok Ahmad bin Hanbal.”®

2 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),
h. 199

3 Abdul Aziz Al-Syinawiy, Biografi Empat Imam Mazhab, terjemah. Arif Mahmud (Jakarta:
Ummul Qura, 2013), him. 724-725.
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b. Metode Istinbath madzhab Hambali
Metode yang digunakan Ulama Hanabilah dalam menetapkan suatu
hukum (Istinbath), mam Ahmad bin Hanbal membangun figihnya di
atas empat dasar (ushul).”

Pertama, nash dari al-Qur’an dan as-Sunnah. Jika Ahmad bin
Hanbal mendapati nash maka ia tidak berpaling kepada dalil atau ulama
yang bertentangan, siapapun dia. Sunnah baginya terlalu mulia untuk
dihadapkan dengan pendapat-pendapat ulama, meskipun sunnah ahad,
meskipun yang menentangnya seorang mujtahid atau ulama figih besar.
la tidak mengutamakan perbuatan penduduk Madinah juga selainnya
atas hadist shahih, tidak juga ra ’yu(nalar), ucapan orang yang berilmu
atau tidak berilmu yang bertentangan yang disebut umat sebagi ijma’.
Dalam metode ini ia seperti Imam Syafi’i.

Kedua, fatwa sahabat yang tidak diketahui ada sahabat lain yang
menentangnya. Ahmad bin Hanbal mengambilnya sebagai hujjah dan
tidak menamakannya sebagai ijma .

Ketiga, jka sahabat berselisih, ia memilih pendapat yang lebih
mendekati al-Qur’an dan as-Sunnah.

Keempat, berpegang pada hadist mursal dan hadist dha’if jika
tidak mendapati dalil lain yang menolaknya. Inilah yang lebih ia
unggulkan daripada qiyas.Hadist dha’if baginya sama dengan hadist

shahih, bukan hadis bathil atau munkar atu hadis ang di dalam

4 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, h. 201-202
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riwayatnya terdapat seorang tidak terpercaya. Jika ia tidak mendapati
satu atsar atau ucapan sahabat atau ijma’ yang bertentangan dengan
hadis dha’if , maka ia menerapkannya dan mengunggulkannya atas
giyas.

Kelima, giyas yang merupakan dasar (ushul) terakhir baginya
dan dipergunakannya karena darurat, jika tidak didapati nash dalam al-
Qur’an, as-Sunnah, fatwa sahabat, hadist mursalatau hadist dha 'if.

c. Pengertian, rukun, syarat-syarat gadai

1) Pengertian

= P & P A P L - L or R °
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“suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk
dipenuhi dari harganya, bila yang hutang tidak sanggup membayar
hutangnya”.

2) Rukun

Sementara Ulama Hanabilah membagi rukun gadai menjadi empat

macam :’°

a) Shighat (ijab dan gabul)

b) ‘aaqid (pihak yang mengadakan akad)

c) Marhun (barang yang digadaikan)

d) Marhun bih (tanggungan utang yang dijamin dengan barang
gadaian)

3) Syarat-syarat

> Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-Islam wa Adillatuhu,Juz V, h. 180
76 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-1slam wa Adillatuhu,Juz V, h. 183
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Syarat syarat gadai menurut ulama Hanabilah dibagi menjadi 2
bagian, yaitu:’’
a. Berkaitan dengan syarat lazim, yakni berkaitan dengan
penahanan barang gadai
b. Berkaitan dengan syarat sah, yakni:
Pertama, berkaitan dengan akad, akad tidak boleh dikaitkan
dengan syarat tertentu.
Kedua, berkaitan dengan pihak yang berakad, yakni tidak boleh
dilakukan oleh orang gila, muflis (orang yang bangkrut).
Ketiga, berkaitan dengan barang gadai, yakni barang sepenuhnya
milik rahin.
Keempat, berkaitan dengan marhun bih, Marhun bih harus

merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

7 Abdurrahman al Jaziri, al- figh ala Madzahibil arbaah, Juz 11, h. 296
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM FIQH EMPAT MADZHAB

Pada dasarnya, marhun tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin
maupun oleh murtahin, kecuali apabila mendapatkan izin masing-masing pihak
yang bersangkutan. Hak murtahin terhadap marhun hanya sebatas menahan dan
tidak berhak mengunakan atau mengambil hasilnya, dan selama marhun ada
ditangan murtahin sebagai jaminan marhun bih, rahin tidak berhak mengunakan

marhun.

Adapun mengenai boleh atau tidaknya marhun diambil manfaatnya baik oleh
réahin maupun oleh murtahin, beberapa pandapat Ulama’ yang tergabung dalam

empat (4) madzhab tersebut yakni, madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab
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Syafi’i dan madzhab Hambali mempunyai pandangan tersendiri dalam menyikapi
tentang hukum pemanfaatan barang gadai (marhun). Selanjutnya penjelasan
tentang pemanfaatan barang gadai (marhun) oleh pemberi gadai (rahin ) dan

penerima gadai (murtahin) menurut pendapat empat madzhab sebagai berikut :

A. Pemanfaatan Barang Gadai (marhun) Oleh Pemberi Gadai (rahin )

Status rahin dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun
kepemilikan tersebut dibatasi oleh hak hasbu (hak menahan barang gadai) oleh
murtahin. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka rahin tidak mempunyai
hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan.
Mengenai pemanfaatan barang gadai (marhun) oleh pemberi gadai (rahin ) para
Ulama berbeda pendapat baik dikalangan madzhab Hanafi, madzhab Maliki,
madzhab Syafi’i dan madzhab Hambali.

1. Madzhab Hanafi

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahin selaku pihak yang
menggadaikan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (marhun)
baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah atau mengelolah
tanah yang menjadi barang gadaian. Mereka melarang pemanfaatan seperti
ini karena hak menahan marhun berada ditangan murtahin sehingga ia
memiliki hak yang tetap sampai akad itu berakhir. Jadi ketika réahin
memanfaatkan marhun tanpa seizin murtahin berarti ia telah melakukan
perbuatan yang melawan hukum (ghashab). Apabila hak yang dimaksud
dilakukan oleh réhin yang kemudian terjadi kerusakan pada marhun, maka

rahin  yang harus bertanggung jawab atas kerusakannya sementara
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kewajiban membayar hutang harus tetap berada pada rahin walaupun
barang itu rusak atau hilang.”®
Pendapat Ulama Hanafiyah yang lain juga mengatakan tentang

pemanfaatan brang gadai (marhun) oleh réhin sebagai berikut :

P b o Yy s o asg 2l el i B sl 229

“tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadai
(marhun) dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin penerima gadai
(murtahin) ”.

2. Madzhab Maliki

Ulama Malikiyah mempunyai pandangan yang lebih keras
dibanding Madzhab yang lain. mereka menetapkan bahwa tidak boleh bagi
rahin memanfaatkan marhun. Mereka juga menetapkan bahwa izin
murtahin kepada réhin untuk memanfaatkan marhun menyebabkan akad
réhn menjadi batal. Karena pemberian izin murtahin kepada réhin untuk
memanfaatkan marhun disini dianggap sebagai pelepasan hak murtahin
terhadap marhun.

Namun dikarenakan kemanfatan kemanfatan marhun adalah milik
réhin , maka ia boleh menjadikan murtahin sebagai wakilnya dalam

memanfaatkan marhun agar kemanfaatan marhun tidak sia-sia.®

8 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-Islam wa Adillatuhu,Juz V, h. 254

9 Sayyid Sabig, Figih Sunnah, diterjemah oleh Kamaluddin, (Bandung: PT. Ma’arif, 1995), Cet. Ke
7,Jilid 12, h. 141

8 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-1slam wa Adillatuhu,Juz V, h. 255
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3. Madzhab Syafi’i

Sedangkan menurut Ulama Syafi’iyah mempunyai pandangan yang
berbeda dengan dengan mayoritas Ulama lainnya. Menurut mereka rahin
boleh memanfaatkan marhun sepanjang tidak mengurangi atau merusak
nilai materil dari barang seperti mengendarai kendaraan, menempati rumabh,
mamakai baju dan lain sebagainya dari harta barang gadaian. Kebolehan ini
berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil barang gadai tersebut
milik rahin dan tidak bisa dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya.
Mereka meguatkan pendapatnya berdasarkan hadist Nabi Muhammad

SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam al- Bukhori
18) ey £$5 53 olog e A Jo A J3ts J6 2 A o B3R G 22
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“hewan boleh dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika
hewan tersebut digadaikan, susu hewan boleh diminum berdasarkan nafkah
dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang
menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang
berkewajiban memberikan dan pemeliharaann terhadap hewan yang

digadaikan tersebut”

82/:6/.7; g)_.,fji j.é:L)‘

“Unta apabila digadaikan boleh dinaiki berdasarkan nafkahnya. (HR. Ibnu
Majah).
Jenis pemanfaatan yang dilarang menurut mereka adalah

pemanfaatan yang mengurangi nilai marhun tersebut. Seperti membangun

81 Syeah al-Hafiz Imam lonu Hajar Al-Ats Qolani, Bulughul Maram, (Semarang: Toha Puta), h. 175
8 |bnu Majah , Sunan lbn Majah, Juz Il, (Dar: Al-Fikr, 1995), , h. 286
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gedung atau mengelola tanah yang masih dalam status gadai. Namun,
pemanfaatan jenis ini menurut mereka diperbolehkan apabila rahin
mengizinkan. Bagi Ulama Syafi’iyah, bila barang yang digadaikan itu
sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan rahin seperti rumah atau
kendaraan yang setiap hari dipakai, maka rahin boleh memanfaatkan
barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi.®
4. Madzhab Hambali

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan Ulama
Hanafiyah, yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan syara’.
Karena itu, réhin dan murtahin harus melakukan kesepakatan-kesepakatan
dalam pemanfaatan barang gadai (marhun) seperti mengendarai, menempati
rumah, mengambil air susu binatang ternak, dan lain sebagainya yang masih
dalam perjanjian tanpa seizin murtahin. Ketika réahin dan murtahin tidak
mencapai  kesepakatan dalam penentuan batas batas kebolehan
pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkankarena merupakan barang
yang tertahan dari pemanfaatan sampai rahin  melunasi utangnya.
Pandangan Ulama Hanabilah dimaksud, berdasarkan pada paradigma
bahwa barang gadai dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertanan.3*

B. Pemanfaatan Barang Gadai (marhun) oleh Penerima Gadai (murtahin)

Apabila rahin sebagai pemilik barang gadai (marhun), maka murtahin

sebagai pihak yang berhak menahan marhun untuk jaminan utang rahin . Dalam

8 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-1slam wa Adillatuhu,Juz V, h. 255
8 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-1slam wa Adillatuhu,Juz V, h. 254
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akad rahn menurut kebanyakan ulama disyaratkan oleh adanya rahin yang
menyerahkan marhun kepada murtahin. Hal dimaksud, dalam kitab Kifayatul
Akhyar diungkapkan bahwa penyerahan merupakan slah satu syarat dari akad
réahn, sehingga ketika seseorang menggadaikan suatu barang, tetapi ia
membetalkannya, sebab gadaian yang belum ada penerimaaan itu merupakan
akad jaiz (boleh), oleh karena itu, ia boleh menarik lembali akad gadaiannya,
sebagaimana masa khiyar dalam jual beli.®®

Jumhur selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa penerima gadai
(murtahin) tidak boleh memanfaatkan barang gadai (marhun). Adapu hadist
yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan
menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada
hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika
pemberi gadai rahin tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan marhun,
sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan marhun adalah murtahin, maka jika
begitu, murtahin boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar pemberian
makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang ia keluarkan. Sementara
ulama Hanabilah memperbolehkan murtahin memanfaatkan marhun, jika
marhun berupa hewan, maka ia boleh memerah susunya dan menaikinyan
sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan dan

menafkahi hewan tersebut.

8 Tagiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al- Husain, Kifayatul Al- Akhyar fi Halli Ghayat Al-
Ikhtishar, (Indonesia : Dar Al-lhya Al-Kutub Arabiyah, tth), Jilid I, h. 264

60



Pada kondisi seperti hal dimaksud, barang gadai berada ditangan murtahin
sehingga murtahin hanya berhak menahan, tetapi bukan mengambil manfaat
dari barang tersebut atau memilikinya. Pada permasalahan ini, para Ulama
berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang gadai oleh murtahin baik
dikalangan madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi’i dan madzhab
Hambali. Perbedaan pendapat tersebut dikemukan sebagai berikut :

1. Madzhab Hanafi

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh
memanfaatkan marhun, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki,
menempati, mengenakan atau membaca, kecuali dengan izin rahin . Karena
murtahin hanya memiliki hak menahan saja bukan memanfaatkan. Apabila
murtahin memanfaatkan marhun, lalu marhun itu rusak ketika digunakan,
maka ia mengganti nilai marhun secara keseluruhan, karena berarti ia telah
menggashab.

Dan apabila rahin  memberi izin kepada murtahin untuk

memanfaatkan marhun, maka menurut sebagian Ulama Hanafiyah ,

murtahin boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi

yang melarangnya secara mutlak.
YA 03k 35 038l Pl I 1 Uk peiand

“sebagian Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa murtahin tidak boleh

memanfaatkan barang gadai meskipun mendapatkan izin dari rahin

8 Abdurrohman Al- Jaziri, Al-Figh Ala Madzahibil Arba’ah, (Bairut: Dar Al- Kutub Al-
limiyah,2003), Juz I, h. 300

61



Sebagian ahli Figh Madzhab Hanafi mengatakan tidak ada jalan
yang mengaharuskan murtahin mengunakan barang gadai walaupun dengan
izin rahin , karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan |,
sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalakan riba. Tetapi
mayoritas mereka membolehkan murtahin mengunakan barang gadai
(marhun) bila ada izin dari rahin , dengan syarat hal tersebut tidak
disyaratkan pada waktu akad. Bila hal tersebut disyaratkan pada waktu aka,
maka hal pemanfaatan gadai tersebut termasuk riba.

Dan ada sebagian lagi yang mengklasifikasi, yaitu apabila didalam
akad disyaratkan murtahin boleh memanfaatkan marhun, maka itu adalah
haram, karena itu merupakan riba. Namun jika tidak disyaratkan dalam
akad, maka itu boleh, karena hal itu berarti adalah bentuk tabarru’ dari
rahin untuk murtahin.

2. Madzhab Maliki

Ulama malikiyah memberi perincian mengenai status hukum
pemanfaatna marhun yang dilakukan oleh murtahin menjadi 2 (dua) bagian,
yaitu .

a) Dalam utang yang bersifat Qard
b) Dalam utang yang yang bersifat jual beli atau transaksi mu awadah
(pertukaran).®” Untuk mengetahui penjelasan tentang pemanfaatan

marhun oleh murtahin akan dikemukakan sebagai berikut :

87 Zainuddin Ali, Hukum Pegadain Syari’ah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 36
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Ulama Malikiyah mengklasifikasi, apabila rahin mengizinkan
kepada murtahin untuk memanfaatkan barang gadai marhun atau murtahin
mensyaratkan ia boleh memanfaatkan marhun maka itu boleh dilakukan jika
utang yang ada (marhun bih) adalah karena akad jual beli atau yang
sejenisnya. Dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktu dengan
jelas agar tidak mengandung unsur jahaalah (ketidak jelasan) yang bisa
merusak akad. Karena itu adalah bentuk jual-beli dan ijarah dan itu adalah
boleh. Diperbolehkanya hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ad-Dardir
adalah dengan cara murtahin mengambil kemanfaatan untuk dirinya sendiri
secara gratis, atau dimasukkan kedalam utang yang ada, sedangkan utang
yang ada harus segera dilunasi . Namun hal ini tidak diperbolehkan jika
marhun bih adalah bentuk pinjaman utang (gard), karena itu berarti masuk
ke dalam kategori pinjaman utang yang menarik kemanfaatan.begitu juga
murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun jika marhun bih dalam bentuk
pinjaman utang meskipun rahin mengizinkan murtain memanfaatkan
marhun secara cuma-cuma.

Adapun pendapat ulama Malikiyyah tentang hasil dari marhun dan
segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak rahin .
Hasil gadaian itu adalah bagi réhin , selama murtahin tidak mensyaratkan,
apabila murtahin mensyaratkan bahwa hasil marhun itu untuknya, maka hal
itu dapat saja dengan beberapa syarat:

a) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena menghutangkan. Hal

ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh
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(tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan
suatu barang sesuai dengan nilai utangnya. Maka hal ini diperbolehkan.

b) Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhun adalah
untuknya.

c) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah ditentukan, apabila tidak
ditentukan dan tidak diketahui batas waktunnya, maka menjadi batal dan
tidak sah.

Pendapat ulama Malikiyah tersebut adalah bahwa yang berhak
mengambil manfaat dari marhun adalah pihak rahin , namun murtahin
pun dapat mengambil manfaat dari marhun dengan syarat yang telah
disebutkan diatas.®

3. Madzhab Syafi’i

Ulama Syafi’iyyah secara garis besar berpendapat seperti pendapat

ulama Malikiyah, yaitu murtahin tidak boleh memanfaatkan barang yang

digadaikan marhun berdasarkan hadist:

mjwﬁwy)s;mywjmmgmmj}aﬂua,fs 12
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“dari Abi Hurairah r.a : Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari
pemilik yang menggadaikan, baik resiko dan hasilnya”

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa kata “ghunmuhu” artinya adalah

apa-apa yang dihasilkan oleh marhun, sedangkan “ghurmuhu” rusak dan

8 Muhammad dan Sholihul Hadi,Pegadaian Syari’ah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem
Pegadaian Nasional, Edisi 1, (Jakarta : Salemba Diniyah) h. 69-70

8 Muhammad ibn ismail al-Shan’ani, Subul al Salam Syarh Bulughul Maram min Jam’ia adillatil
Ahkam, (Indonesia : Darul Hadist tth), h. 870
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berkurangnya marhun. Dan tidak di ragukan lagi bahwa di antara sesuatu
yang termasuk ghunmu adalah bentuk pemanfaatan.*°

Kalau hadist diatas, dijadikan sebagai pedoman atau rujukan maka
hak kepemilikan barang gadai adalah milik rahin , oleh sebab itu murtahin
tidak boleh memanfaatkan marhun. Namun menurut Ulama dikalangan
Syafi’iyah berpendapat bahwa hasil dan resiko barang gadai itu adalah hak
réahin oleh karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh murtahin. Karena itu
jika murtahin mensyaratkan pemanfaatan marhun dalam akad rahn yang
didasarkan pada akad gard maka syarat tersebut menjadi batal, demikian
pula akad penggadainnya, karena itu dapat membahayakan kepentingan
réahin . Dalam bukunya Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan pula bahwa
murtahin tidak berhak mengambil manfaat apapun dari marhun bila hal itu
disyaratkan dalam akad, namun apabila rahin mengizinkan hal tersebut
sebelum akad maka pemanfaatan sesudah akad oleh murtahin adalah
boleh.%

Hal itu berarti pemanfatan marhun oleh murtahin tidak boleh
disyaratkan diawal akad, namun jika réhin mengizinkan memanfaatkan
marhun maka hal itu diperbolehkan. Sebab, hak kepemilikan atas marhun
adalah ditangan rahin , oleh karena itu ia boleh secara bebas mengizinkan

siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan marhun.

% Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-Islam wa Adillatuhu,Juz V, h. 258
%1 Abdurrohman Al- Jaziri, Al-Figh Ala Madzahibil Arba’ah, Juz |l (Bairut: Dar Al- Kutub Al-
limiyah, 2003), h. 299
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Apabila dalam akad gard (pinjam meminjam) murtahin
mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak rahin , seperti apa apa yang
dihasilkan oleh marhun atau pemanfaatan marhun adalah untuk murtahin
misalnya, maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih

kuat, akad rahn tersebut juga menjadi tidak sah berdasarkan hadist:

R s i g o b

“setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah (maksudnya
bertentangan dengan kitabullah), maka syarat tersebut menjadi batal dan
tidak sah”.

4. Madzhab Hambali

Ulama Hanabillah lebih memperhatikan marhun itu sendiri, yaitu
hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara
hewan yang dapat diperah susunya atau ditunggangi dan hewan yang tidak
dapat diperah atau ditunggangi.*®

Kalau marhun berupa barang barang yang selain hewan yang tidak
diperlukan biaya untuk pemeliharaan seperti rumah, perhiasan, dan lain-
lain, maka murtahin dilarang oleh hukum Islam memanfaatkan barang-
barang tersebut tanpa seizin rahin , namun bila ada izin dari rahin mengenai
pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin atas marhun dalam pengertian
gadai itu merupakan harga barang jualan, atau sewa rumah, maka hal itu

diperbolehkan menurut ulama Hanabilah.** Sedangkan apabila marhun

92 \Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-Islam wa Adillatuhu,Juz V, h. 258

9 Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshori, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Edisi 3,
(Jakarta : LSIK, 1997), h.71

% Abdurrohman Al- Jaziri, Al-Figh Ala Madzahibil Arba’ah, Juz I1. h. 302
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adalah berupa hewan, maka murtahin boleh memanfaatkannya apabila
hewan tersebut adalah hewan kendaraan atau hewan perah, namun dengan
syarat menaikinya dan memerah susunya disesuaikan dengan kadar nafkah
dan biaya kebutuhan marhun yang dikelurkan oleh murtahin, dengan tetap
memperhatikan sikap proporsional dalam memberi nafkah dan biaya
kehidupan marhun, meskipun rahin tidak mengizinkan hal tersebut.®®
Pendapat mereka dalam hal dimaksud, berdasarkan hadist Nabi
Muhammad. SAW
Ly £55 ) ey Ghsa OS5 53 300 (5 Ughs G615 £ 85 4%l
96 155
“hewan yang digadaikan boleh dinaiki, susu hewan yang digadaikan boleh
diminum, dan yang menanggng nafkah hewan tersebut adalah yang menaiki

dan meminumnya”

C. Analisis Perbandingan Pemanfaatan Barang Gadai (marhun) Dalam Figh
Empat Madzhab
Dari penjelasan diatas mengenai pemanfaatan barang gadai (marhun) baik
dilakukan oleh réhin maupun oleh murtahin, maka penulis ingin menganalisa
mengenai pemanfaatan barang gadai.
1. Madzhab Hanafi
Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada bedanya antara pemanfaatan
barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Alasannya

adalah Hadist Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut :

% Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-Islam wa Adillatuhu,Juz V, h. 259
% Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-1slam wa Adillatuhu,Juz V, h. 259
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“dari Abi Shalih dari Abu Hurairah r.a. berkata, bahwasanya Rosulullah
SAW bersabda ; barang jaminan utang (gadai) dapat ditunggangi dan
diperah susunya, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya,
wajib menafkahi. (HR. Al- Bukhori)

Melihat hadist diatas bahwasanya barang gadai (marhun) yang

berhak menunggangi dan memerah susu binatang tersebut adalah pihak
murtahin dengan syarat harus meminta izin réhin . Hal ini ditunjang oleh
alasan yaitu, karena marhun berada dalam penguasaan murtahin. Karenanya
murtahin pula yang berhak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut.
Namun Sebagian ahli Figh Madzhab Hanafi mengatakan tidak ada jalan
yang mengaharuskan murtahin mengunakan barang gadai walaupun dengan
izin réhin , karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan ,
sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalakan riba. Tetapi
mayoritas mereka membolehkan murtahin mengunakan barang gadai
(marhun) bila ada izin dari rahin , dengan syarat hal tersebut tidak
disyaratkan pada waktu akad, dan apabila hal tersebut dilakukan pada waktu
akad maka tidak diperbolehkan.

Menurut Ulama Hanafiyah sesuai dengan fungsi dari barang gadai
tersebut (marhun) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima
gadai (murtahin). Apabila barang gadai (marhun) tersebut tidak
dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin) maka berarti menghilangkan
manfaat dari gadai tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk

perawatan.
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Sedangkan bagi rahin menurut Ulama Hanafiyah rahin dilarang
memanfaatkan marhun kecuali ada izin dari murtahin, sebagaimana

pendapat mereka mengenai hal itu sebagai berikut :

77 A ob Ny st o ok 26l AL s 3T el 229

“tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadai
(marhun) dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin penerima gadai
(murtahin) ”.

Lain halnya dengan pendapat Sayyid Sabig, memanfaatkan barang
gadai tidak diperbolehkan meskipun izin orang yang telah menggadaikan.
Tindakan orang yang memanfaatkan barang tersebut tidak ubahnya dengan
Qiradh, dan setiap bentuk Qiradh yang mengalir manfaat adalah riba.
Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil
susunya, pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang
tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.®®
Madzhab Maliki

Ulama Malikiyah mengatakan apabila rahin mengizinkan kepada
murtahin untuk memanfaatkan barang gadai marhun atau murtahin
mensyaratkan ia boleh memanfaatkan marhun maka itu boleh dilakukan jika
utang yang ada (marhun bih) adalah karena akad jual beli atau yang
sejenisnya. Dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktu dengan

jelas agar tidak mengandung unsur jahaalah (ketidak jelasan) yang bisa

%7 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, diterjemah oleh Kamaluddin, (Bandung: PT. Ma’arif, 1995), Cet.
Ke 7,Jilid 12, h. 141

% Muhammad dan Sholihul Hadi,Pegadaian Syari’ah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem
Pegadaian Nasional, Edisi 1, (Jakarta : Salemba Diniyah) h.70
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merusak akad. Namun hal ini tidak diperbolehkan jika marhun bih adalah
bentuk pinjaman utang (qard), karena itu berarti masuk ke dalam kategori
pinjaman utang yang menarik kemanfaatan.begitu juga murtahin tidak
boleh memanfaatkan marhun jika marhun bih dalam bentuk pinjaman utang
meskipun rahin mengizinkan murtain memanfaatkan marhun

Ada delapan bentuk persyaratan murtahin untuk memamfaatkan
barang gadai (marhun), tujuh diantaranya dilarang, hanya satu saja yang
diperbolehkan. Adapun yang dilarang adalah empat bentuk diantaranya
adalah dalam kaitannya dengan tanggungan utang atas dasar pinjaman utang
(Qard), yaitu jika masa pemanfaatan ditentukan atau tidak ditentukan,
disyaratkan atau tidak disyaratkan (maksudnya rahin sendiri yang
mengizinkan kepada murtahin untuk meanfaatkan marhun). Sedangkan
yang tiga adalah dalam kaitannya dengan tanggungan utang yang muncul
dari transaksi jual beli, yaitu jika pemanfaatan tersebut tidak disyaratkan
baik batas waktunya ditentukan maupun tidak, atau disyaratkan namun tidak
ditentukan batas waktunya. Sedangkan satu yang diperbolehkan adalah jika
pemanfaatan tersebut disyaratkan dalam akad jual-beli dan batas waktunya
ditentukan.

Dari penjelasan diatas Ulama Malikiyah dapat ditarik kesimpulan
bahwa penerima gadai (murtahin) hanya dapat memanfaatkan barang gadai
(marhun) atas izin dari pemberi gadai dengan syarat sebagai berikut :

a. Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena menghutangkan. Hal

ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh
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(tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan
suatu barang sesuai dengan nilai utangnya. Maka hal ini diperbolehkan.
b. Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhun adalah
untuknya.
c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus
ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunnya maka menjadi

batal.?®

Sedangakan menurut ulama Malikiyah mempunyai pendapat tentang
pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh ra&hin , walaupun rahin
mengizinkan pemanfaatan barang gadai tersebut, maka status hukumnya
tetap dilarang. Apabila murtahin memberikan izin pada rahin untuk
memanfaatkan barang gadai maka maka menurut mereka akad gadai
tersebut menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan
terhadap barang gadai oleh murtahin selaku penerima gadai yang
seharusnya bertugas untuk menahan barang tersebut dan bukan untuk

memanfaatkannya.

3. Madzhab Syafi’i
Ulama Syafi’iyah berpedapat sama seperti pendapat Ulama
Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin atas marhun

itu tidak dibolehkan berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:

%9 Sasli Rais, Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Universitas Indonesia,
2008), h. 56
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“dari Abi Hurairah : Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik
vang menggadaikan, baik resiko dan hasilnya”

Hal tersebut berarti murtahin tidak berhak memanfaatkan barang
gadai (marhun), sebab hasil dari manfaat barang gadai tersebut hanya bisa
dimanfaatkan oleh rahin karena selaku pemilik barang sehingga ia berhak
untuk memanfatkan barang tersebut.

Pendapat Ulama Syafi’iyah lainnya juga mengatakan pula bahwa
murtahin tidak berhak mengambil manfaat apapun dari marhun bila hal itu
disyaratkan dalam akad, namun apabila rédhin mengizinkan hal tersebut
sebelum akad maka pemanfaatan sesudah akad oleh murtahin adalah boleh
dilakukan. Hal itu berarti pemanfatan marhun oleh murtahin tidak boleh
disyaratkan diawal akad, namun jika rahin mengizinkan memanfaatkan
marhun maka hal itu diperbolehkan. Sebab, hak kepemilikan atas marhun
adalah ditangan rahin , oleh karena itu ia boleh secara bebas mengizinkan
siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan marhun.

Sedangkan dalam hal pemanfaatan gadai oleh rahin Ulama
syafi’iyah berpendapat bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan barang
gadai yang sifatnya menghilangkan kepemilikan atas barang gadai tersebut.

Namun apabila pemanfaatan barang gadai tersebut dilakukan dengan bentuk

100 Muhammad ibn ismail al-Shan’ani, Subul al Salam Syarh Bulughul Maram min Jam’ia adillatil
Ahkam, (Indonesia : Darul Hadist tth), h. 870
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pemanfaatan yang tidak menyebabkan berkurangnya barang gadai tersebut,
seperti menaikinya, menunggunakannya, menempatinya, dan menggunakan
untuk mengangkut apabila barang gadai tersebut berupa hewan atau
kendaraan.

Dari penjelasan diatas bahwa pihak rahin boleh memanfaatkan
brang gadai asalkan tidak mengurangi atau menghilangkan kualitas atau
nilai harga barang tersebut, namun apabila rahin pemanfaatannya atas
barang gadai menyebabkan berkurangnya atau hilangnya nilai dari barang
tersebut, maka hal tersebut dilarang karena perbuatan tersebut bisa
merugikan pihak murtahin.

Madzhab Hambali

Bagi Ulama hanabilah pemanfaatan barang gadai ini harus
dipisahkan antara benda mati dan benda hidup (hewan). Kalau marhun
berupa barang-barang selain hewan yang tidak diperlukan biaya
pemeliharaan seperti rumah, perhiasan, dan lain sebagainnya, maka pihak
murtahin dilarang oleh hukum Islam untuk memanfaatkan barang-barang
tersebut tanpa seizin pihak murtahin. Lain halnya apabila barang gadain
tersebut berupa hewan atau tunggangan, maka menurut Ulama Hanbilah
pihak murtahin boleh memanfaatkan marhun meskipun tanpa seizin dari
rahin dengan syarat pemanfaatan tersebut harus seimbang dengan biaya
atau nafkah yang dikeluarkan untuk merawat atau memelihara marhun

tersebut. Pendapat mereka berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:
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“kendaraan yang dapat digunakan dan hewan ternak dapat diambil
manfaatnya”.

Hadist diatas menjelaskan bahwasanya bagi siapa yang memelihara
barang gadai yang berupa hewan maka ia boleh memanfaatkan barang gadai
tersebut sesuai dengan biaya yang ia keluarkan untuk memelihara barang
gadai. Oleh karena itu apabila pihak murtahin memanfaatkan barang gadai
melebihi biaya yang sudah ia keluarkan maka hal tersebut dilarang, karena
bisa merugikan pihak rahin .

Dalam kondisi sekarang, maka lebih tepatnya apabila marhun
berupa hewan itu di giyas kan dengan kendaraan, Illatnya yang disamakan
adalah hewan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki. Dan dapat
diperah susunya dapat di lllat kan dengan dapat digunakannya kendaraan
itu untuk hal yang menghasilkan, dengan syarat tidak merusak kendaraan
tersebut. Hal itu dapat disamakan lllatnya adalah hasilnya, yaitu apabila
hewan hasilnya adalah susu, maka kendaraan hasilnya adalah uang.*?

Selanjutnya syarat bagi murtahin untuk mengambil manfaat dari
marhun yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut :

a. Mendapatkan izin dari murtahin

b. Adanya gadai yang bukan sebab menghutangkan.

101 |bnu Majah, Sunan Ibn Majah,Juz 11, (Dar: al-Fikr, 1995), h. 286
102 Abdul Wahab Khallaf, IImu Ushul Fighl, Alih Bahasa Noer Iskandar dan M. Tolehah Mansoer,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 80
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Sedangkan apabila marhun itu tidak dapat diperah dan tidak dapat
di tunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi dua (2) bagian:
a. Apabila marhun berupa hewan, maka boleh dijadikan sebagai kodam
b. Apabila marhun tidak berupa hewan, seperti rumah, kebun, sawah dan

sebagainnya, maka tidak boleh murtahin mengambil manfaatnya.
Adapun Alasan Ulama Hanbillah atas Pendapatnya itu sebagai berikut :

Pertama kebolehan murtahin mengambil manfaat dari marhun yang dapat

di tunggangi dan diperah.
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“hewan boleh dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika
hewan tersebut digadaikan, susu hewan boleh diminum berdasarkan nafkah
dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang
menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang
berkewajiban memberikan dan pemeliharaann terhadap hewan yang

digadaikan tersebut”
Kedua tidak bolehnya murtahin mengambil manfaatn marhun selain dari

barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya.

108 Al- Bukhori Shohih Bukhori, (Bairut: Al-Maktabah Ashriyah, 1997), h. 756
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“dari Abi Hurairah: Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik

yang menggadaikan, baik resiko dan hasilnya”

Hadist tersebut dapat dijadikan hujjah (alasan) . hadist tersebut
menunjukkan, bahwa murtahin dapat mengambil manfaat atas marhun
seimbang dengan nafkah yang dikeluarkan, meskipun tanpa seizin
murtahin. Namun hadist itu secara khusus mensyaratkan bagi binatang yang
ditunganggi dan diperah saja, karenanya ulama Hanabillah hanya
membolehkan manfaat marhun pada hewan yang dapat ditunggangi dan
diperah susunya. Sedangkan bagi barang lainnya, manfaatnya tetap pada

pihak rahin .

Sedangkan menurut ulama hanabilah bagi pihak rahin boleh
memanfaatkan marhun apabila ada kesepakatan dengan murtahin untuk
memanfaatkan barang gadai tersebut, apabila rahin memanfaatkan barang
tersebt diluar kesepakatan dengan pihak murtahin , maka hal tersebut

dilarang menurut pendapat Ulama Hanabilah.

Dari penjelasan diatas peneliti membuat tabel perbandingan pemanfaatan

barang gadai dalam Figh Empat Madzhab sebagai berikut:

104 Muhammad ibn ismail al-Shan’ani, Subul al Salam Syarh Bulughul Maram min Jam’ia adillatil
Ahkam, (Indonesia : Darul Hadist tth), h. 870
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Pemanfaatan Barang Gadai Oleh rahin

Madzhab Madzhab Madzhab Madzhab
Hanafi Maliki Syafi’i Hambali
tidak boleh bagi Rahin dilarang réhin boleh Menurut meeka
pemberi gadai memanfaatkan memanfaatkan réhin boleh
(réhin ) untuk marhun walaupun | marhun sepanjang | memanfaatkan

memanfaatkan
barang gadai
(marhun) dengan
cara bagaimanapun
kecuali atas izin
penerima gadai
(murtahin). Jadi
ketika rahin
memanfaatkan
marhun tanpa
seizin murtahin
berarti ia telah
melakukan
perbuatan yang
melawan hukum

pihak murtahin
mengizinkan.
Apabila murtahin
memberikan izin
kepada rahin
untuk
memanfaatkan
barang gadai
maka menurut
mereka akad
gadai menjadi
batal karena tidak
terpenuhinya
kondisi
penahanan

tidak mengurangi
atau merusak nilai
dari barang.
Apabila
pemanfaatan oleh
rahin

mengurangi nilai
dari marhun,
maka wajib untuk
mengantinya.

marhun dengan
adanya
kesepakatan
dengan pihak
murtahin atau
meminta izin
kepada murtahin.
Apabila tidak ada
kesepakatan maka
marhun tidak
boleh
dimanfaatkan
oleh rahin .

(ghashab). terhadap marhun
Pemanfaatan Barang gadai (marhun ) Oleh Murtahin
Madzhab Madzhab Madzhab Madzhab
Hanafi Maliki Syafi’i Hambali

Madzhab ini ada Madzhab Maliki | Madzhab Syafi’i | Mazhab Hambali
dua kelompok membagi 2 melarang lebih kepada jenis
pertama,apabila bagian tentang murtahin barang yang
rahin memberi pemanfaatan memanfaatkan digadaikan.
izin kepada marhun oleh marhun, karena Apabil marhun
murtahin untuk murtahin, (1) murtahin hanya berupa benda
memanfaatkan marhun dalam mempunyai hak mati, maka
marhun, maka utang yang untuk menahan murtahin dilarang
menurut sebagian bersifat gard (2) | bukan memanfaatkan
Ulama Hanafiyah, | dalam utang memanfaatkan, marhun. Namun

murtahin boleh
memanfaatkannya
secara mutlak.
Kedua, Sebagian
lagi ahli Figh
Madzhab Hanafi

piutang dalam
bentuk jual beli
atau transaksi
Mu’awwadah
(pertukaran).
Ulama Malikiyah

manfaat marhun
tetap dimiliki oleh
rahin karena ia
selaku pemilik
barang, tapi
apabila rahin

apabila marhun
berupa benda
hidup (hewan
yang dapat
ditunggangi dan
diperah) maka
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mengatakan tidak
ada jalan yang

melarang pada
bagian yang

memberi izin
kepada murtahin
untuk
memanfatkan
marhun maka

murtahin boleh
memanfaatkan
marhun, sesuali
biaya yang ia
keluarkan untuk

mengaharuskan pertama dan
murtahin memperbolehkan
mengunakan pada bagian yang
barang gadai kedua (utang

walaupun dengan
izin rahin , karena
itu adalah riba atau
mengandung
kesyubhatan ,
sedangkan izin atau
persetujuan tidak
bisa menghalalakan
riba

akibat jual-beli)

diperbolehkan merawat marhun.
karena rahin
bebas
mengizinkan
siapa saja yang
dikehendaki
untuk
memanfaatkan
marhun. Asal
tidak dilakukan

dalam akad.

Peneliti juga membuat tabel persamaan dan perbedaan pemanfaatan

barang gadai dalam Figh empat madzhab, sebagai berikut:

Pemanfaatan marhun oleh rahin dalam figh empat madzhab

Persamaan

Perbedaan

pemanfaatan barang gadai oleh rahin
menurut Madzhab Hanafi, Syafi’i, dan
Hambali mengatakan bahwa
memanfaatkan barang gadai itu
dilarang, kecuali sudah ada izin dari
murtahin. Adapun syarat izin tersebut
sebagai berikut :

Madzhab Hanafi izin tersebut harus
diketahui oleh murtahin kalau tidak
diketahui sama dengan ghosaob.
Madzhab Syafi’i boleh meminta izin
asal tidak mengurangi nilai dari marhun
tersebut.

Madzhab Hambali izin tersebut harus
diespakati kedua belah pihak antara
réhin dan murtahin

Madzhab Maliki mengatakan bahwa
rahin tidak boleh ~memanfaatkan
marhun sekalipun dengan izin. Sebab
menurut mereka akad gadai menjadi
batal karena tidak terpenuhinya kondisi
penahanan terhadap marhun.
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pemanfaatan marhun oleh murtahin dalam figh empat madzhab

Persamaan

Perbedaan

Madzhab hanafi dan Syafi’i pihak
murtahin boleh memanfaatkan
marhun asal ada izin dari réhin
karena ia selaku pemilik barang,
sedangkan murtahin hanya sebagai
pihak penahan. Lain halnya dengan
madzhab Maliki dan Hambali yang
lebih menekankan pada jenis
marhun.

Perbedaannya terletak pada jenis barang
yang digadaikan:

Madzhab Maliki: apabila barang tersebut
sebab hutang yang bersifat gard maka hal
itu dilarang, namun apabila barang tersebut
sebab jual-beli maka itu diperbolehkan.
Madzhab Hambali: apabila marhun
berupa benda mati maka murtahin dilarang
memanfaatkan, namun apabila marhun
berupa hewan yang dapat ditunggangi dan
diperah susunya maka itu diboleh
dimanfaatkan oleh murtahin
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Perbandingan Pemanfaatan barang gadai oleh rahin dalam figh empat
madzhab ada persamaan dan perbadaan, pemanfaatan barang gadai oleh
rahin menurut ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah mengatakan
bahwa memanfaatkan barang gadai itu dilarang, kecuali sudah ada izin dari
murtahin. Adapun izin tersebut menurut mereka berbeda beda, menurut
Hanafiyah izin tersebut harus diketahui oleh murtahin kalau tidak diketahui
sama dengan ghosob, menurut Syafi’iyah boleh meminta izin asal tidak
mengurangi nilai dari marhun tersebut, menurut Hanabilah, izin tersebut

hraus dispakati kedua belah pihak antara rahin dan murtahin. Berbeda
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dengan ulama Malikiyah mengatkan bahwa rahin tidak boleh
memanfaatkan marhun sekalipun dengan izin. Sebab menurut mereka akad
gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap
marhun.

2. Perbandingan pemanfataan barang gadai oleh murtahin dalam figh empat
madzhab ada persamaan dan perbedaan, menurut Ulama hanafiyah, dalam
madzhab ini dibagi menjadi dua kelompok ada yang yang mengatakan boleh
secara mutlak dan tidak boleh secara mutlak, Menurut Ulama Malikiyah,
apabila barang tersebut sebab hutang yang bersifat gord maka hal itu
dilarang, namun apabila barang tersebut sebab jual-beli maka itu
diperbolehkan. Menurut Ulama Syafi’iyah, sebenarnya murtahin dilarang
memanfaatkan marhun sebab murtahin hanya memiliki hal untuk menahan,
sedangkan yang berhak memanfaatkan marhun adalah rahin karena rahin
selaku pemilik barang. Namun apabila rahin memberikan haknya kepada
murtahin untuk memanfaatkan maka itu diperbolehkan. Sedangkan Ulama
Hambali lebih menekankan kepada jenis marhun, apabila marhun berupa
benda mati maka murtahin dilarang memanfaatkan, namun apabila marhun
berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya maka itu diboleh
dimanfaatkan oleh murtahin.

B. Saran
1. Pemanfaatan barang gadai (marhun) yang dilakukan oleh pihak r&hin

seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak murtahin, karena
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pihak murtahin selaku orang yang mempunyai hak untuk menahan barang
gadai tersebut, dan harus ada kesepatkan antara kedua.

. Pemanfaatan barang gadai (marhun) yang dilakukan oleh pihak murtahin
seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu bagi pihak rahin, sebab rahin
selaku pemilik dari marhun tersebut, dan pihak murtahin hanya sebagai

pihak yang menahan bukan memanfaatkan.
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